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BAB II
MAQĀṢÎD ASY-SYARÎ’AH SEBAGAI DOKTRIN

A. Melacak Sejarah Munculnya Maqāṣîd asy-Syarî’ah
Dalam lintasan sejarah perkembangan metodologi pemahaman hukum Islam (uṣûl al-fîqh) sebelum asy-Syāṭibî, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa istilah (term) maqāṣîd asy-syarî’ah
 belum ditemukan secara eksplisit. Namun secara umum dalam sejarah kemanusiaan, telah ditemukan istilah al-maqāṣîd yang dalam penggunaannya tidak saja dikhususkan pada syarî’at Nabi Muhammad saja, tetapi juga untuk semua syarî’at para Nabi sebelumnya. Karena Allah telah menjadikan semua syarî’at yang diturunkan kepada para Rasul-Nya adalah mempunyai maksud (maqāṣîd) dan tujuan (gāyah).
 Allah jadikan bagi makhluk-Nya maqāṣîd dan gāyah dari setiap risâlah dan syarî’at-Nya adalah untuk menyembah kepada-Nya,
 pembawa kabar gembira dan peringatan bagi manusia.
 Semua itu merupakan perintah kepada manusia, baik di dunia dan untuk kelak di akhirat.
Maqāṣîd asy-syarî’ah itu muncul berbarengan dengan munculnya hukum-hukum syara’ itu sendiri (al-ahkâm asy-syarî’yyah), yakni maqāṣîd ada sejak diturunkan wahyu kepada Rasulullah Saw. Maqāṣîd telah ada ditetapkan dalam naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah, dan terdapat di dalam kandungan hukum-hukumnya, diketahui dengan menggali dari segi kejelasannya (at-taṣrih), tanda-tanda (al-imā’), atau tersiratnya (al-isyārah).
 Dalam praktik penggalian hukum (istinbāṭ al-ahkâm ), para ahli uṣûl al-fîqh menyebutkan bahwa, Khalîfah Umar (w. 23 H) sering disebut sebagai penggagas konsep maqāṣîd asy-syarî’ah dikarenakan keahliannya dalam mendialogkan antara wahyu (nâs al-Qur’ān dan sunnah) dan peradaban (‘urf atau ‘ādah). Dialektika ini sangat intens karena wahyu bersifat Ilâhi tetapi terbatas dari segi jumlah, sedangkan peradaban bersifat manusiawi (waḍ’i) tetapi selalu berkembang. Tindakan Umar ini kemudian dikenal sebagai fikih Umar. Esensinya adalah bahwa agama diciptakan demi kebaikan manusia, bukan kebaikan Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sampai pada kesimpulan semacam itu, Umar melangkah dari maslahat  khusus (al-maṣlahah al-khāṣṣah) menuju maslahat  umum (al-maṣlahah al-‘āmmah) dan bergerak dari maslahat umum menuju maslahat khusus, yang menjadi landasan pendukung-pendukung teori maqāṣîd asy-syarî’ah.

Penilaian di atas terlihat logik dan rasional, bila dilihat dari segi pembentukan hukum yang dibutuhkan untuk kepentingan sosial umat Islam pasca era Rasulullah Saw. adalah era khalîfah Umar bin Khaṭṭāb. Untuk itu, Hasan at-Turābî menegaskan bahwa, sekalipun khalîfah Umar tidak secara terang-terangan menyatakan telah menetapkan metode uṣūli dalam penetapan syarî’at-syarî’atnya, namun dari ijtihâd-ijtihâd beliau yang beraneka macam itu dapat diambil kesimpulan bahwa beliau telah menempuh metode uṣūli tertentu yang memiliki sifat terbuka dan luwes.

Sejarah telah mencatat bahwa konsep maqāṣîd asy-syarî’ah sudah ada sejak zaman keilmuan Islam mencapai keemasan, yaitu pada akhir abad III hijriyah melalui karya-karya para ulama klasik di zamannya. Hal ini terlihat, seperti karya-karya yang ditulis oleh: 
1. Al-Imām Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin ‘Alî al-Hakîm at-Tirmîżi, yang dikenal dengan Imām al-Tirmîżî al-Hakîm (w. 296 H/908 M) yang berjudul: (a)  As-Ṣalâh wâ Maqāṣîduhā, (b) al-Hâjj wâ Asrārûh, (c) ‘Ilal al-‘Ûbūdîyyah,(d)  Kitâb Iṡbât al-‘Ilal, dan (e) Ma’rifah al-Asrâr.

2. Abû Zaid al-Balkhi (w. 322 H/933 M) yang berjudul: Al-Ìbânah ‘an ‘Ilal ad-Dînîyyah.
3. Abû Manṣûr al-Măturîdî (w. 333 H) dari kalangan pemikiran kalam, ia menulis dalam bidang usûl al-fîqh dengan  Kitâbnya Ma’khūż asy-Syârā’i.
4. Abû Bakar al-Qăffal asy-Syāsyî, atau sebutan lain al-Qaffal al-Kabîr (w. 365 H/976 M) dengan obyek kajian uṣûl-nya tentang maqāṣîd dalam  Kitâb Mas’alah al-Jawāb wa al-Dalāîl wâ al-‘Ilal.
5. Abû Bakar al-Abhāri (w. 375 H/985 M) yang menulis buku tentang al-maqâāṣîd dengan judul: Mâhâsîn asy-Syarî’ah. 
6. Abû Hasan al-‘Amîri (w. 381 H), ia dikenal sebagai seorang failusuf dan pemikir abad IV yang inten mengkaji tentang maqāṣîd asy-syarî’ah melalui karyanya al-I’lâm Bîmanâqîb al-Islām, dengan mengupas lima nilai universal (al-kûlliyyah al-khams), atau lima prinsip dasar (ḍarûrîyyah al-khams) yang menjadi prinsip maqāṣîd asy-syarî’ah itu sendiri. Gagasan al-Amîri ini mengilhami al-Juwainî yang dikenal dengan sebutan Imām al-Haramain dengan karyanya al-Burhân fî Uṣûl al-fîqh.

7. Ibn Bābawaih al-Qûmmî (w. 381 H/991 M), yang dikenal dengan Syaikh as-Sûddūq, ia menulis sebuah karya ‘Ilâl asy-Syârā’i, yang di dalamnya membahas mengenai maqâṣîd asy-syarî’ah dilihat dari perspektif pen-ta’lil-an syarî’ah, baik pen-ta’lil-an pada maqâṣîd asy-syarî’ah al-juz’iyyah maupun maqâṣîd at-tâfṣîlîyyah yang dibangun dengan al-maqâṣîd al-kûlliyyah. 
8. Abû Bakar bin Tayyib al-Bāqillânî (403 H/1012 M) yang menulis dua buah buku dalam bidang ilmu kalam, dan ilmu uṣūl al-fiqh, yaitu al-ahkâm  wa al-‘Ilâl, dan al-Bayân ‘an Farā’îd ad-Dîn wâ Syâra’î al-Islâm.Dalam buku al-ahkâm wâ al-‘Ilâl itu memuat dan membahas mengenai pentingnya maqâṣîd asy-syarî’ah.
9. Al-Juwainî (w. 478 H/1085 M) yang menulis al-Burhân fî Uṣûl al-fîqh. Dalam karyanya ini ia mengembangkan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan mengelaborasikan konsep ‘illâh pada masalah qiyâs. Aṣl yang menjadi dasar ‘illâh dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Aṣl yang masuk dalam kategori ḍarûrîyyah (primer), al-hājah al-‘āmmah (sekunder), dan makramah (tersier), yaitu sesuatu yang tidak masuk kategori ḍarûrîyyah dan al-hājah al-‘āmmah, dan juga termasuk sesuatu yang tidak masuk ke dalam ketiga kategori sebelumnya. Tegasnya, al-Juwainî membagi aṣl itu menjadi tiga kategori, yaitu ḍarûrîyyah, hâjîyyāt, dan makramah (tahsînîyyāt ).

10. Al-Gazâlî (w. 505 H/1111 M) yang menulis buku: (a) al-Mankhûl min Ta’liqāt al-Uṣûl. (b) Syifā’ al-Galîl fî Bayān as-Syabh wâ al-Mukhil wâ Masālik al-Ta’lîl. (c) al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣûl. Ia, dikenal sebagai Salah seorang murid al-Juwainî yang mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya tentang maqâṣîd asy-syarî’ah dalam kaitan dengan pembahasan munāsabah al-maṣlāhîyyah dalam qiyâs, dan di dalam pembahasan lain, ia menjelaskan dalam konteks al-istiṣlāh. Maṣlahah menurut al-Gazâlî adalah memelihara maksud-maksud syara’ yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima nilai universal ini berada dalam skala prioritas yang berbeda satu sama lain jika dilihat dari segi maqâṣîd-nya, yaitu ada yang terkategori ḍarûrîyyah (primer), hâjîyyāt (sekunder), dan tahsînîyyāt(tersier).
 Dari pemetaan ini terlihat bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah sudah mulai menampakkan bentuknya.
11. Fakhr ad-Dîn ar-Râzî (w. 606 H/1160 M) yang menulis buku al-Mahṣūlfî ‘Ilm Uṣûl al-fîqh. Buku ini merupakan ringkasan (talkhiṣ) dari buku al-Mu’tamad karya Abû Husain al-Baṣrî, al-Burhân fî Uṣûl al-fîqh karya al-Juwainî, dan al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣûl karya al-Gazâlî. Ia dalam bukunya ini mengemukakan pembahasan lima nilai universal (ad-ḍarûrîyyah al-khams) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Juwainî dan al-Gazâlî. Ia juga sesekali menyebutkan ad-ḍarûrîyyah al-khams itu dengan al-nufūs, al-‘uqūl, al-adyān, al-amwāl, dan al-ansāb.

12. Saif ad-Dîn al-Âmidî (w. 631 H/1233 M) yang menulis buku al-Ihkâm fî Uṣûl al-Ahkâm. Buku ini pada prinsip substansinya adalah sama sebagaimana buku al-Mahṣûl karya ar-Rāzî, yang merupakan ringkasan dari tiga buku uṣûl sebelumnya (al-Mu’tamad, al-Burhân, dan al-Mustaṣfā). Catatan penting dari buku ini, al-Ᾱmidî memasukkan pembahasan al-maqâṣîd itu pada bab at-tarjîhāt, ketika terjadi antara dua qiyâs yang kontradiktif. Ia merekonstruksi tarjih al-maqâṣîd ad-ḍarûrîyyah atas al-hâjîyyāt, dan at-tahsînîyyāt  sebagaimana tarjih al-maṣālîh al-aṣlîyyah atas mukammalah-nya, dan mentarjih mukammalah ad-ḍarûrîyyah atas mukammalah al-hājîyyāt. Karena itu, ia memilih dengan mendahulukan memelihara jiwa atas akal, karena akal merupakan bagian dari memelihara jiwa dan keturunan. Ia juga menolak dari mendahulukan memelihara agama atas jiwa, karena menurutnya bahwa memelihara agama itu sudah jelas untuk memperoleh kebahagiaan abadi dari Tuhan, dan termasuk wilayah akidah, bukan syarî’ah.

13. Izz ad-Dîn ibn ‘Abd as-Salâm (w. 660 H/1221 M), seorang ahli uṣûl al-fîqh setelah al-Gazâlî yang banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam membahas konsep maqâṣîd asy-syarî’ah yang dituangkan dalam karyanya Qawâ’id al-Ahkâm fî Mâṣālîh al-Anām. Buku ini sarat dengan pemikiran maslahat bagi pengembangan konsep maqâṣîd asy-syarî’ah. Ia sebagai salah seorang ulama dari kalangan Syāfî`iyyah mengelaborasi konsep maṣlahah secara substansial (hakiki) dalam bentuk kaidah dar’ al-mafâsîd wa jalb al-maṣālîh (menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan).
 Menurutnya,  maslahat keduniaan tidak dapat dipisahkan dari tiga tingkatan skala prioritas, yaitu ad-ḍarûrîyyah (kebutuhan primer), al-hâjîyyāt (kebutuhan sekunder), dan at-tatimmāt atau at-takmîlât (kebutuhan tersier). Lebih jauh ia menyebutkan bahwa taklif harus bermuara pada terealisirnya kemaslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat.
 Dari gambaran ini tampak bahwa Izz ad-Dîn ibn ‘Abd as-Salâm telah berusaha mengelaborasi konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqâṣîd asy-syarî’ah.
14. Syihâb ad-Dîn al-Qarāfî (w. 685 H/1285 M), seorang ulama mażhab Mâlikî yang berperhatian besar dalam kajian maqāṣîd asy-syarî’ah dalam karyanya al-Furūq, dan Syarh Tanqih al-Fuṣūl fî Ikhtiṣār al-Mahṣūl fî al-Uṣûl. Dalam buku yang disebutkan terakhir ini, ia mengkaji maqâṣîd asy-syarî’ah bertolak dari konteks ‘illâh dalam qiyâs, yakni adanya kesesuaian/relevansi (al-munāsabah) yang dapat menghasilkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, seperti kaya itu menjadi ‘illâh bagi wajib membayar zakat. Kemudian ia membagai al-munāsib itu kepada tingkatan aḍ-ḍarûrîyyah, al-hâjîyyāt, dan at-takmîlât. Dari pembagian tingkatan ini yang menarik, unik  dan termasuk inovatif adalah, ia menambahkan dalam konsep lima nilai universal (al-kûlliyyāt al-khams) atau lima prinsip dasar (aḍ-ḍarûrîyyah al-khams) menjadi enam, yaitu memelihara jiwa (hifẓ an-nufūs), agama (hifẓ al-adyān), keturunan (hifẓ al-ansāb), akal (hifẓ al-‘uqūl), harta benda (hifẓ al-amwāl), dan kehormatan (hifz al-a‘rāḍ).
 Pendapat ini didukung oleh Ibn as-Subki (w. 771 H/1369 M),
 tetapi oleh sebagian ulama uṣul kontemporer seperti Ibn ‘Âsyûr, ia tidak sepakat memasukkan hifz al-a’rāḍ ke dalam al-kulliyyāt al-khams.
 Gagasan dan pemikiran-pemikiran inovatif al-Qarāfî dalam sejarah teori hukum tidak mendapatkan perhatian ulama lain, dan berlaku singkat.

15. Najm ad-Dîn at-Ṭūfî (657-716 H/1259-1316 M), seorang ulama mażhab Hanbalî yang mengkonstruksi pemikiran-pemikiran hukumnya cukup revolusioner. Ia mengkonstruk konsep maqâṣîd asy-syarî’ah melalui teori maṣlâhah. Substansi dari teori ini adalah supremasi maslahat dan kepentingan umum. Teori supremasi maslahat ini dibangun berdasarkan sebuah hadis “lâ ḍarar wa lâ ḍirār” (seseorang tidak boleh membuat mudarat dan juga tidakboleh membuat mudarat orang lain).
 Berdasarkan pada hadis ini, at-Ṭūfî memposisikan maslahat sebagai tujuan utama syarî’ah (maqâṣîd asy-syarî’ah), dan menjadi poros perumusan suatu hukum. Karena asy-Syārî’ sendiri telah memberikan sarana (lā ḍarar wa lā ḍirār) kepada umat manusia (mujtahidîn) untuk mengetahui berbagai kemaslahatan dan kemudaratan. Bahkan ia jadikan sarana itu sebagai kaidah universal yang anti kemudaratan dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya para mujtahid tidak perlu merujuk pada spekulasi naṣ-naṣ yang sangat abstrak. Dengan kata lain, untuk menvalidasi kemâslâhatan itu tidak mesti ketergantungan pada konfîrmasi naṣ.
Dari alur  pemikiran hukum, atau teori maṣlahah dalam kemasan maqâṣîd asy-syarî’ah at-Ṭūfî di atas, terdapat suatu pernyataannya yang kontroversial dan bahkan mendapatkan kritik tajam dari para ulama uṣûl konvensional, bahwa maṣlahah merupakan dalil syara’ yang lebih kuat dari 19 dalil syar’i,
 maka tidak boleh ada kontradiksi antara naṣ al-Qur’ān, sunnah, dan ijmâ’. Jika terjadi ada kontradiksi, maka ketentuan maṣlahah  harus didahulukan sebagai pengganti sumber dan dalil hukum lain dengan cara di-takhṣiṣ (dari indikasi hukum yang ‘āmm) dan bayān (dari indikasi hukum yang mujmal), bukan dengan cara dianulir keduanya, sebagaimana sunnah dikedepankan atas al-Qur’ān dengan cara bayān.
 Namun demikian, nasib teori supremasi maslahat at-Ṭūfî ini dalam blantika pemikiran hukum Islam tidak bertahan lama sebagaimana pemikiran hukum al-Qarāfî, yang diduga kuat karena watak revolusionernya, hanya sedikit mempunyai implikasi atas konstruksi teori-teori hukum dari para teoritisi yang lain. 
16. Ibn Taimîyyah (661-728 H/1263-1328 M),salah seorang ulama yang dikenal sebagai syaikh al-Islām yang luas wawasan ilmu pengetahuannya, tidak ada bandingan di masanya, berani, pintar, merupakan cahaya Allah (nῡr Allah) di muka bumi, mulia, dan senantiasa memberikan nasihat kepada masyarakat (al-ummah) untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar.
 Oleh karena kiprahnya demikian,ia termasuk salah seorang tokoh yang peninggalan pemikian-pemikirannya dianggap paling banyak memberikan ilham pada berbagai gerakan pembaruan di abad modern,
 termasuk pemikiran-pemikiran hukum Islam-nya.
Perhatian Ibn Taimîyyah mengenai maqāṣîd asy-syarî’ah terlihat dari pernyataannya bahwa syarî’ah adalah fîtrah yang ada dalam diri manusia; Fîtrah adalah sebagai dasar untuk mengetahui kebenaran, kemanfaatan yang diketahui dari yang diperintahkan syarî’ah, kebatilan dan kemudaratan yaitu kemungkaran yang dilarang oleh syarî’ah, yang datang dari luar diri manusia disebut dengan asy-syar’ al-munazzal, yakni apa yang diturunkan (disyarî’atkan) Allah dan rasul-Nya.
 Kemudian, ia menjadikan ilmu maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai bagian dari kekhususan fikih (khaṣṣah al-fîqh) dalam agama.
 Untuk itu, ia mendefînisikan maqâṣîd asy-syarî’ah secara terminologis adalah hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah baik berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan-Nya untuk merealisir penghambaan diri kepada-Nya, dan sekaligus untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.

Menurutnya, dimaksudkan dengan “hikmah-hikmah” tersebut itu mencakup hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan universal yang bersifat umum (al-‘āmmah), khusus (al-khaṣṣah), dan partikular (juz’iyyah). Dimaksudkan dengan “berupa perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya” merupakan pengganti kata “tasyrî’ah”, yakni hukum-hukum yang disyari’atkan Allah. Sedangkan dimaksudkan dengan “untuk merealisir penghambaan diri kepada Allah dan sekaligus untuk kemâslâhatan hamba di dunia dan di akhirat” adalah kebutuhan mendasar (ḍarūri) untuk menjelaskan sasaran-sasaran dari maqāṣîd di samping ibadah. Dengan kata lain, di samping untuk menyebutkan al-maqāṣîd al-khamsah sebagaimana yang telah banyak disebutkan oleh para ahli usûl sebelum Ibn Taimîyyah, juga untuk menemukan tujuan-tujuan dalam masalah ibadah yang membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
 Oleh sebab itu, menurutnya, tujuan hukum Islam adalah kebahagian manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan itu dapat dicapai dengan tercapainya kemâslâhatan dan penyempurnaannya, menolak kemafsadatan atau meminimalisirnya. Hukum Islam itu menguatkan yang terbaik di antara dua kebaikan, atau yang teringan di antara dua keburukan, mencapai kemaslahatan yang lebih besar di antara dua kemaslahatan, dan menolak yang paling merusak di antara dua kemafsadatan.

Selain pernyataan-pernyataan di atas, Ibn Taimîyyah juga termasuk seorang ulama yang menetapkan ḍarûrîyyah al-khams menjadi hukum Islam pertama yang mengembangkan gagasan maqāṣîd asy-syarî’ah mencakup aspek mu’āmalah, seperti perjanjian kontrak (al-wafā’ bi al-‘uqūd), pemeliharaan ikatan kekeluargaan (ṣilah al-arhām), hak-hak kepemilikan dan bertetangga, dan hak-hak umat Islam satu sama lain. Aspek ibadah, selain ibadah batin dan ẓahir dari berbagai macam mengetahui Allah, malaikat, kitâb-kitâb dan para rasul-Nya, dan ketulusan hati dalam beramal, ia menambahkan seperti kualitas kecintaan kepada Allah, rasa takut  yang  mendalam, ikhlas dalam beragama, pasrah secara total kepada Allah, dan penuh optimis atas rahmat-Nya. Sedangkan dalam aspek moral, ia tambahkan yang stresingnya adalah pengaturan jiwa (siyâsah an-nafs) dan kemurnian moral (tahżib al-akhlāq) dari hikmah-hikmah yang dikandungnya.
 Penambahan ini kemudian dikembangkan lagi oleh para ahli hukum Islam kontemporer, seperti Yûsuf al-Qaraḍāwî yang memasukkan maqāṣîd asy-syarî’ah itu mencakup nilai-nilai sosial, kebebasan, persamaan, persaudaraan, solidaritas, dan hak asasi manusia.

17. Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H/1347 M), salah seorang murid syaikh al-Islām Ibn Taimîyyah, bermażhab Hanbalî. Ia telah memberikan perhatian dan pentingnya maqâṣîd asy-syarî’ah dalam konteks istinbāṭ hukum dalam karyanya I’lām al-Muwaqqi’in, seperti hal-hal yang berkaitan dengan masalah‘illâh hukum (at-ta’lil) pada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, pemikiran tipu daya hukum (al-hiyāl jamak dari al-hilah), menutup jalan yang membawa pada kemafsadatan (sad az-żari’ah), al-maṣlahah, perubahan fatwa (hukum) disebabkan perubahan waktu dan tempat.
 Pernyataan dalam pandangannya mengenai kemaslahatan yang diperhatikan oleh syarî’at ketika menetapkan hukum ditegaskan bahwa, landasan-landasan syarî’ah diletakkan di atas hikmah-hikmah dan kepentingan-kepentingan manusia di dunia (al-ma’āsy) dan akhirat (al-ma’ād). Seluruh syarî’ah mengandung keadilan, rahmat, kemâslâhatan, dan hikmah. Karena itu, setiap masalah apapun yang menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari kemaslahatan kepada kemafsadatan, dan dari yang mengandung hikmah kepada sia-sia, maka bukanlah syarî’ah, meskipun setiap masalah itu dicoba diinterpretasikan (bi at-ta’wil). Syarî’ah adalah keadilan Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan rahmat kepada makhluk-Nya, serta nuangan Allah di bumi-Nya.

Pandangan tersebut adalah merupakan landasan atau asas bagi perubahan fatwa sejalan dengan perubahan waktu dan tempat manusia berada, sesuai dengan maksud, tujuan, dan kemaslahatan yang diperhatikan oleh syarî’ah. Syarî’ah yang memperhatikan kemaslahatan di sini merupakan hubungan dialektis antara ajaran-ajaran (prinsip-prinsip, hukum) yang bersifat tetap (ṡawābit), dan kondisi sosial yang terus berubah (mutagayyirāt) disebabkan perubahan situasi, kondisi, tradisi, kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sini terlihat bahwa isi syarî’ah itu mengandung ajaran ṡawābît dan mutagayyirāt, dalam arti, jika suatu kondisi itu berubah dan hukum yang lama tidak mampu lagi merealisir kemaslahatan, maka hukum tersebut harus berubah, mengikuti perubahan yang terjadi. Demikian ini yang menjadi perhatian penting dan yang dimaksudkan  aj-Jauziyyah dalam pernyataan pandangannya bahwa, perubahan dan perbedaan fatwa (hukum) itu sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat.

18. Asy-Syāṭibi (w. 790 H/1388 M) yang menulis buku al-Muwâfaqât fî Uṣûl asy-Syarî’ah, atau al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Ahkâm . Pembahasan mengenai maqâṣîd asy-syarî’ah secara khusus, sistematis, dan luas dimuat dalam bukunya  pada jilid kesatu, dan juz kedua.  Ia menghabiskan sepertiga dari bukunya untuk menguraikan pembahasan maqâṣîd asy-syarî’ah. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang maṣlahah yang merupakan bagian dari isi maqâṣîd asy-syarî’ah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.
 Karena itu, taklif harus mengarah pada terealisirnya tujuan hukum tersebut. Setiap perintah dan larangan yang ada dalam naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah tidak terlepas dari upaya memelihara kemâslâhatan. Ia juga menetapkan skala prioritas maqâṣîd asy-syarî’ah menjadi tiga peringkat, yaitu, maqâṣîd ḍarûrîyyah, maqâṣîd hājîyyāt, dan maqāṣîd tahsînîyyāt.
 Konsep maqâṣîd asy-syarî’ah yang dikembngkan oleh asy-Syāṭibî  ini sebenarnya upaya merekonstruksi konsep maqâṣîd asy-syarî’ah yang dibahas oleh ulama-ulama usûl abad sebelumnya. Karena itu, konsep maṣlahah asy-Syâtibî  yang merupakan bagian dari maqâṣîd asy-syarî’ah telah melingkupi dan menjamah semua aspek syarî’ah, tidak saja yang telah disyarî’ahkan Allah (fîmā naṣṣa fîh), tetapi juga sesuatu yang belum disyarî’atkan Allah (fîmā lā naṣṣa fîh). Di tangan asy-Syāṭibî  inilah istilah maqâṣîd asy-syarî’ah menjadi populer sehingga ia di kalangan ulama uṣṻl disebut sebagai bapak maqâṣîd asy-syarî’ah karena kegeniusannya menyusun teori maqâṣîd secara sistematis. Kajian maqâṣîd asy-syarî’ah yang sebelumnya masih tercecer dalam bab atau pasal al-istiṣlāh dan al-qiyās dapat direkonstruksi dengan baik dan sistematis dalam sebuah teori.
Grand theory maqâṣîd asy-syarî’ah asy-Syāṭibî  yang telah dibangunnya ternyata tidak berjalan mulus karena kondisi umat Islam yang mengalami krisis pemikiran hukum akibat jatuhnya kota Granada, wilayah umat Islam paling akhir di Andalusia, Spanyol. Yudian Wâhyudi mengatakan bahwa setelah mengalami pengembangan puncak melalui Imâm asy-Syāṭibî, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam pada umumnya.
 Di antara faktor terjadi stagnasi ilmiah ketika itu, terlihat  Kitâb Jam’ al-Jawāmi’ bi Syarh al-Mahalli untuk rentang waktu beberapa abad, adalah satu-satunya kitâb uṣûl al-fîqh yang dipelajari di Universitas al-Azhar. Padahal, masih banyak kitâb uṣûl al-fîqh yang lain seperti al-Ihkâm fîUṣûl al-Ahkâm, oleh al-Âmidî asy-Syâfî`i, al-Tahrîr, oleh Kamâl ad-Dîn bin al-Humām al-Hanafî, al-Manhāj, oleh al-Baiḍāwi asy-Syâfî`i, Musallam as-Ṡubūt, oleh Muhibb Allah bin ‘Abd asy-Syukūr al-Hanafî, dan lain-lain yang penulisnya lebih baik dan terkenal.
 Selain itu, ada persepsi lain yang mengemuka di lingkungan sebagian pemikir hukum Islam di Fakultas Syarî’ah dan Hukum Universitas al-Azhar, yang berpraduga bahwa kitâb al-Muwâfaqât dianggap sebagai kitâb yang tidak bernilai dan hanya berpola khiṭābî. Kalaupun ada konsep maslahat dalam kemasan maqāṣid asy-syarî’ah yang ditawarkan dalam kitâb tersebut, tidak lain pada dasarnya konsep maṣlahah mursalah yang telah dikemukakan oleh ImâmMâlik, yaitu al-masâlîh ad-ḍarûrîyyah, al-maṣālih al-hâjîyyāt, dan al-maṣālih at-tahsînîyyāt.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, lebih jauh terlihat bahwa dunia Islam, di satu sisi kondisi politik pemerintahan (di Granada dan di Bagdad) tidak kondusif, dan sisi lain pergulatan pemikiran dan pemahaman hukum Islam mengalami kemandegan dan kemunduran yang cukup lama, yaitu sejak pertengahan abad IV H. hingga akhir abad XIII H./X-XIX M.
 Kondisi ini memperlihatkan kebebasan berpikir para ulama nyaris menjadi hilang, mereka enggan melakukan ijtihâd melampaui para imām mażhabnya, mereka tidak sanggup menggali langsung dari sumber aslinya (al-Qur’ān dan sunnah), mereka lebih suka bertaklid dan berpegang pada pendapat para imâm mażhabnya, kalaupun ada upaya-upaya untuk berijtihâd tidak lebih hanya sekedar mengkompromikan di antara berbagai pendapat (al-jam’ wa at-tauqif), mentakhrij riwayat, dan mengeluarkan causa legis (‘illah al-ahkām), serta menyelesaikan berbagai kasus hukum atas dasar penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh para imâm mażhabnya.
 Tegasnya, di era abad ini jiwa konformitas (rūh at-taqlid) benar-benar telah menjadi dominan, sehingga umat Islam, dan sebagian ulama terkoptasi dengan ta’assubiyah dan kemapanan keilmuan yang telah dihasilkan oleh para imâm mazhabnya, termasuk di dalamnya tentang metodologi pemahaman hukum Islam. Kehadiran al-Muwâfaqât sebagai buku metodologi terkalahkan dengan buku metodologi lain yang telah mapan dan menjadi pegangan umat Islam dan para ulama (Jam’ al-Jawāmi’). Padahal, seperti dikatakan Muhammad ‘Ulwān bahwa seorang yang membaca al-Muwâfaqât sebagai buku metodologi tentu akan menyadari, seakan-akan ia sedang membaca buku metodologi yang tampil beda dari buku-buku metodologi yang lain, karena bukan sebagai buku metodologi yang terikat dengan mażhab, atau karya hukum spesifîk (al-far’iyyah) yang biasa.

Perhatian intensif terhadap al-Muwâfaqât  kelihatannya baru dimulai setelah abad modern (abad ke 19 M). Muhammad Abduh (w. 1323 H/1905 M) seorang reformis Mesir melihat asy-Syāṭibî dengan al-Muwâfaqât-nya yang merupakan mata rantai bagi arti pentingnya pengembangan pemikiran hukum Islam. Karena itu, ia menganjurkan kepada umat Islam, terutama kepada para cendikiawan, dan mahasiswa supaya mengkaji al-Muwâfaqât. Tapi, anjuran ini ketika itu belum mendapat respon positif dari mereka, kalaupun direspon hanya baru kajian-kajian berupa komentar-komentar, interpretasi-interpretasi secara parsial, dan pengalihan beberapa bagian bahasannya, belum dilakukan kajian secara utuh dan komprehensif.
 Di antara cendikiawan muslim yang dianjurkan secara langsung oleh Muhammad Abduh adalah Muhammad al-Khuḍari Bik (w. 1930). Ia telah memasukkan pemikiran asy-Syāṭibî  dalam menyusun karya uṣûl al-fîqh-nya, dengan telah mengambil bagian penting dalam kajian pemikiran hukum Islam, terutama mengenai fîlsafat dan rahasia-rahasia hukum Islam. Hal ini dilakukan pada tahun 1905 ketika ia diberi tugas memberikan mata kuliah uṣûl al-fîqh kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Hukum Sudan, yang didik untuk menjadi hakîm di pengadilan-pengadilan.
 Dari karya uṣûl al-fîqh al-Khuḍari Bik ini kalau dikritisi tampak terlihat jelas dominasi pemikiran asy-Syāṭibî  ketika ia mendeskripsikan kajian tentang dalil-dalil hukum secara terperinci (adillah al-ahkām at-tafṣîlîyyah).
 Selain Muhammad Abduh, Rasyîd Ridâ, (w. 1935 M) sebagai muridnya telah memberikan perhatian pada pemikiran-pemikiran asy-Syāṭibî. Bagi Rasyîd Ridâ, pemikiran hukum yang dikembangkan oleh al-Syāṭibî di dalam dua karyanya, al-Muwâfaqât dan al-I’tiṣām ditempatkannya sederajat dengan fîlosof sejarah sosial (al-hākîm al-ijtimā’i), Abd ar-Rahmân Ibnu Khaldun (w. 732 H).
 Karena keduanya telah menggagaskan pemikiran-pemikiran segar dan belum ada sebelumnya. Melalui kitâb al-I’tisâm ini, asy-Syāṭibî  melahirkan gebrakan baru dalam melestarikan sunnah, memperbaiki moral dan masyarakat, setelah merekonstruksi pemikiran hukum Islam melalui al-Muwâfaqât fî Uṣûl asy-syarî’ah. 

Selain Muhammad Abduh dan Rasyîd Ridâ, pemikiran hukum asy-Syāṭibî  mendapat perhatian Muhammad Iqbal (w. 1938 M), seorang pembaru dari anak benua India, Pakistan. Ia mengatakan asy-Syāṭibî  sebagai seorang ahli hukum Islam Spanyol yang besar. Dalam  kitâbnya al-Muwâfaqât, bertujuan untuk melindungi lima hal, yaitu agama (ad-dîn), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), harta (al-māl) dan keturunan (an-nasl).
 Pemikiran hukum asy-Syāṭibî  juga mempengaruhi pemikiran Abû A’la al-Maududi. Bahkan ia menganjurkan agar kitâb al-Muwâfaqât diterjemahkan. Implikasi dari penerjemahan itu dapat membantu usaha formulasi fîlsafat hukum Islam. Dan al-Maududi sendiri ketika menguraikan dînamika hukum Islam dibidang sosial kemasyarakatan banyak mengutip pemikiran asy-Syāṭibî  untuk memperkuat pendapat-pendapatnya.
 Sejak saat itulah umat Islam mulai mengambil manfaat dari kajian maqāṣîd asy-syarî’ah asy-Syāṭibî .
Pada abad ke 20, muncullah seorang ahli maqāṣîd asy-syarî’ah dari Tunisia bernama Muhammad at-Ṭāhir bin ‘Âsyûr (1297-1329 H/1879-1973 M)                yang dianggap sebagai bapak maqāṣîd asy-syarî’ah kontemporer setelah asy-Syāṭibî. Ibn ‘Âsyûr telah berhasil menggolkan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian ilmu uṣûl al-fiqh, yang sebelumnya merupakan bagian atau berada di dalam ilmu uṣûl al-fiqh.
 Dari sini selanjutnya banyak kajian-kajian dan pembahasan maqâṣîd asy-syarî’ah yang dikembangkan dan ditulis oleh para pemikir kontemporer, seperti:

1. Maqâṣîd asy-syarî’ah al-Islâmîyyah wa Makârimuhâ, oleh ‘Allâl al-Fâsî.
2. Naẓârîyyah al- Maqâṣîd ‘Ind al-Syāṭibî, oleh Ahmad ar-Raisūni.
3. Maqâṣîd asy-syarî’ah al-Islâmîyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar’iyyah, oleh Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas`ûd al-Yūbi.
4. At-Taq’id al-Uṣûli, oleh al-Jailāli al-Maryani.
5. Al-Maqāṣîd al-‘Āmmah li asy-Syarî’ah al-Islâmîyyah, oleh Yûsuf Hāmîd al-‘Ālîm
6. Ḍawābîṭ al-Maṣlahah, oleh Muhammad Sa’id Ramaḍān.
7. Naẓariyyah al-Maqāṣîd ‘Ind al-Imâm Muhammad at-Ṭāhir ibn ‘Âsyûr, oleh Ismā’il al-Hasani.
8. Asy-Syāṭibî wa Maqāṣîd asy-syarî’ah, oleh Hamādi al-‘Ubaidi.
9. Iṡbât al-Maqâṣîd ‘Ind asy-Syāṭibî , oleh ‘Izz al-Dîn bin Zugaibah.
10. Maqāṣîd asy-syarî’ah ‘Ind ibn Taimîyyah, oleh Yûsuf Ahmad Muhammad al-Badawi.
11. Qawâ’id al-Maqâṣîd ‘Ind asy-Syāṭibî , oleh ‘Abd ar-Rahmân al-Kailāni.
12. Fîqh al-Maṣlahah wa Taṭbiqatuhā al-Mu’āṣirah, oleh Hasan Hamîd Hasan.
13. Maqâṣîd asy-syarî’ah al-Islâmîyyah, oleh Hasan Mar’i.
14. Naẓariyyah al-Maqâṣîd fî asy-Syarî’ah al-Islamîyyah, oleh Muṣṭafâ Zaid.
15. Falsafah Maqâṣîd asy-syarî’ah fî al-Fîqh al-Islāmî, oleh Bā Bakr al-Hasan.
16. Maqâṣid asy-syarî’ah al-Islâmîyyah, oleh Muhammad az-Zuhailî.
17. Masālîk al-Kasyf ‘an Maqâṣîd asy-syarî’ah, oleh ‘Abd al-Majid an-Najār.
18. Fîqh at-Tadyin Fîqhan wa Tatrilan, oleh ‘Abd al-Majid an-Najār.
19. Al-Ijtihâd al-Maqâṣîdi Hujjiyatuh, Ḍawābîṭuh, Majalatuh, oleh Nῡr ad-Dîn bin Mukhtār al-Khâdîmi.
20. Jalb al-Maṣlahah wa Dar’ al-Mafsadah, oleh ‘Alî al-‘Imraini.
21. Al-Ijtihâd al-Maqâṣîdi Silah żū Haddain, oleh Hasan at-Tartūri.
22. Ahammiyyah Maqāṣîd asy-syarî’ahfî al-Ijtihâd, oleh Ahmad ar-Rifā’iyyah.
23. Maqâshîd asy-syarî’ah al-Islâmîyyah, oleh Ibrāhim Salqini.
24. At-Tauḍihāt al-Auliyyah li ‘Ilm Maqāṣîd asy-syarî’ah al-Islamîyyah, oleh Muhammad Husen.
25. Al-Fîkr al-Maqâṣîdi Qawâ’iduh wa Fawā’iduh, oleh Ahmad ar-Raisūni.
26. Tajdid al-Fîqh al-Islāmi, oleh Jamāl ad-Dîn ‘Aṭiyyah.
27. Al-Qiyâs wa at-Taṭbiqāt al-Mu’āṣirah, oleh Muhammad al-Mukhtār as-Salâmi.

28. Maqashîd al-Shariah as Philosophy of Islamîc Law A Systems Approach, oleh Jasser Auda.

Selain dari 28 buku tersebut diduga kuat ke depan masih banyak terus bermunculan buku atau karya ilmiah yang ditulis oleh para pemikir muslim kontemporer khususnya menganai konsep maqāṣid al-syarî’ah.

B. Defînisi dan Dasar Maqâṣîd asy-syarî’ah
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa asy-Syāṭibî  adalah seorang mujtahid dan mujaddid yang telah merekonstruksi dan mengelaborasi konsep maqâṣîd asy-syarî’ah secara sistematis dan panjang lebar yang menghabiskan pembahasannya sepertiga dari isi bukunya, tetapi ia tidak memberikan defînisi yang  jelas dan batasan yang tegas tentang maqâṣîd asy-syarî’ah.
 Demikian juga ditemukan dalam kitab-kitab uṣûl al-fîqh klasik yang lainnya. Defînisi maqâṣîd asy-syarî’ah ditemukan dari hasil memahami pada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan sebagian macam-macamnya, pembagiannya, ungkapan redaksionalnya, contoh-contoh, penerapan, dan kehujjahannya.
 Defînisi maqâṣîd asy-syarî’ah justru ditemukan dalam karya-karya ulama uṣûl kontemporer, seperti Muhammad at-Ṭāhir bin ‘Âsyûr, ‘Allāl al-Fâsî, ar-Raisūni, dan lain-lain. Oleh karena itu, defînisi maqâṣîd asy-syarî’ah akan dikemukakan menurut versi ulama uṣûl klasik, dan kontemporer.
Secara bahasa (etimologi), maqāṣîd asy-syarî’ah merupakan suatu terma yang menunjukkan murakab iḍāfî yang terdiri dari dua kata maqâṣîd dan asy-syarî’ah. Dari dua kata ini mempunyai defînisi masing-masing. Maqâṣîd adalah plural (jamak) dari maqṣūd, atau maqṣad, yang menunjukkan sebagai maṣdar mimi,
 yang diambil dari kata kerja qaṣada, yaqṣidu, qaṣdan, wa maqāṣadan. Kata al-qaṣd dan al-maqṣad itu artinya satu (sinonim). Ulama ahli bahasa menyebutkan bahwa al-qaṣd itu mempunyai ragam makna, yang berarti: menyengaja (al-ammu), berpegang (al-i’timād), menyengaja menghadap (tawajjah), jalan yang lurus (istiqāmah at-ṭariq), tegak lurus (al-i’tidal), pertengahan (at-tawassuṭ), dan tidak keterlaluan (‘adam al-ifrāṭ).

Sedangkan maqâṣîd secara istilah (terminologi) adalah pensyarî’atan hukum-hukum Allah (tasyrî`al-ahkâm ).
 Dalam kaitan arti secara istilah al-maqâṣîd dengan arti secara bahasa jelaslah terdapat relevansi antara arti-arti itu satu sama lain.
Syari’ah secara bahasa (etimologi) berasal dari kata Arab asy-syarî’ah. Kata ini sinonim dengan kata syir’ah, syar’u, masyrū’ah yang pada asalnya oleh orang Arab digunakan sebagai ucapan atau lisan yang bermakna jalan menuju sumber air. Seperti seekor unta berjalan menuju sumber air untuk meminum air.
 Ungkapan “jalan menuju sumber air” ini dapat dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan dan keselamatan. Karena semua agama yang dibawa oleh para Nabi disebut syarî’ah, yakni menuju jalan kehidupan dan keselamatan abadi. Dalam al-Qur’ān kata syarî’ah diidentikkan dengan kata agama (ad-dîn, atau al-millah), jalan yang terang (al-minhāj, atau at-ṭariqah), dan as-sunnah.
 Hal ini seperti terlihat dalam Q.S. asy-Syūra’ (42), ayat 13:
( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((   

Artinya: “Dia Telah mensyarî’ahkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya”).

Dimaksudkan dengan kata ad-din dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati, dan mengimani para rasaul-Nya, kitâb-kitâb-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim yang baik. Dengan kata lain, dari apa yang dibawa oleh seorang rasul itu pada dasarnya dari Allah dengan maksud untuk menjadi petunjuk manusia pada kebenaran, baik dalam masalah kepercayaan (al-i’tiqād), menuju jalan kebaikan, dan mû’āmâlah.
 Demikian juga syarî’ah diidentikkan dengan al-millah, seperti terdapat dalam Q.S. Alî Imrān (3), ayat 95:
(((( (((((( (((( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((   
Artinya: “Katakanlah: “Benarlah (apa yang difîrmankan) Allah.” Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik”.

Ayat ini terdapat kata al-millah yang stresingnya kita umat Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti ajaran agama Ibrahim yang hingga saat ini masih dipandang relevan untuk diamalkan dalam rangka beribadah kepada Allah, seperti menunaikan ibadah haji, melakukan khitan, dan lain-lain. Karena agama Ibrahim adalah agama alamiah, maka orang-orang yang menolaknyanya berarti melawan fîtrah mereka sendiri.
 Bahkan Hasan Hanafî dalam Yûdiân Wâhyûdî menegaskan bahwa Ibrahim di dalam al-Qur’ᾱn adalah representasi Nabi agama alamiah.

Syarî’ah disebut juga identik dengan al-minhaj atau at-tariqah, seperti terdapat dalam Q.S. al-Māidah (5), ayat 48:
(((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((   

Artinya: “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu  Kitâb- Kitâb (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap  Kitâb- Kitâb yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu”.
Ayat ini menunjukkan dan mempertegas bahwa Allah telah menciptakan aturan-aturan (syir’ah) untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia, baik umat Nabi Muhammad maupun umat-umat para Nabi sebelumnya. Di samping itu, Allah menggunakan metode atau jalan yang terang (minhāj), dalam arti bahwa setiap utusan Allah, atau para Nabi yang mempunyai tugas dan misi kerasulannya ketika mengajak umatnya hendaknya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Dalam kaitan ini, Qatādah (w. 118 H/736 M) seorang mufassir mengatakan dalam konteks menginterpretasikan Q.S. al-Māidah (5), ayat 48 bahwa semua agama yang dibawa oleh para Nabi yaitu ajarannya sama adalah ajaran tauhid, hanya syarî’ah-nya yang berbeda.
 Pandangan Qatādah ini senada dengan pemahaman Abû Hanifah (w. 150 H/820 M) yang membedakan ad-dîn dan syarî’ah atas dasar bahwa ad-dîn tidak pernah berubah, sementara syarî’ah terus-menerus berubah dalam perjalanan sejarah. Menurutnya, yang dimaksud dengan ad-dîn adalah pokok-pokok iman, seperti kepercayaan pada keesaan Allah, iman pada rasul-rasul, kehidupan di akhirat dan lain-lain, sedangkan yang dimaksudkan dengan syarî’ah ialah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pemahaman dan pemaknaan kata syarî’ah tersebut di atas pada dasarnya merupakan sunatullah dari urusan agama. Hal ini sejalan dengan fîrman Allah (Q.S. al-Jāṡiyah (45), ayat 18):
(((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((   
Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syarî’ah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syarî’ah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.
Sedangkan syarî’ah secara istilah (terminologi) dapat dikemukakan beberapa defînisi dari para ulama, antara lain:
Asy-Syāṭibî  (w. 790 H/1388 M) mendefînisikan syarî’ah sebagai keseluruhan agama yang mengatur perilaku (af’āl), tutur kata (aqwāl), dan kepercayaan manusia (i’tiqādāt).
 Defînisi ini menggambarkan syarî’ah dalam arti luas yang meliputi baik aspek ‘aqidah, ‘amalîyyah, ‘ibādah, khûlûqîyyah maupun syarî’ah (hukum) itu sendiri. Pemaknaan istilah syarî’ah dalam arti luas ini lebih ditegaskan lagi oleh para ulama lainnya.
‘Adil asy-Syuwekh mendefînisikan syarî’ah, yaitu apa-apa (aturan hukum) yang telah diundangkan Allah untuk menjadi pedoman bagi hamba-Nya baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, mu’amalah maupun masalah pengaturan kehidupan yang beragam suku bangsanya dengan tujuan untuk merealisir kebahagian mereka di dunia dan akhirat.

At-Tahānawi dalam Muhammad Yûsuf Mūsa mendefînisikan syarî’ah, yaitu apa-apa (aturan hukum) yang telah diundangkan Allah untuk menjadi pedoman hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang dari para Nabi-Nya, baik aturan hukum itu berhubungan dengan cara melaksanakan perbuatan, yang disebut dengan hukum spesifîk (far’iyyah), dan untuknya disusunlah ilmu fiqh, atau yang berhubungan dengan teologi (kepercayaan), yang disebut dengan hukum pokok dan keyakinan, dan untuknya disusunlah ilmu kalam. Syarî’ah disebut juga dengan agama (ad-dîn dan al-millah).

Berbeda dengan ‘Adil asy-Syuwekh dan at-Tahānawî, Mahmūd Syaltût memberikan defînisi syarî’ah, yaitu peraturan-peraturan yang diciptakan Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia (non muslim), dengan alam sekitarnya, dan dengan masalah kehidupan.

Dari tiga defînisi di atas memperlihatkan, defînisi yang pertama menunjukkan syarî’ah dalam pengertian luas yang merupakan totalitas komprehensif dari pada agama, yang mencakup aspek ‘aqidah (hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar keimanan),‘ibâdah (hubungan vertikal dengan sang Khalîk, seperti puasa, salat, haji, dan lain-lain), khûlûqiyyah (etika dan moral), mu’āmalah (hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan) dan aspek Siyâsah, yakni pengaturan kehidupan yang pluralis. Semua itu tujuannya adalah untuk merealisir kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan defînisi yang kedua substansinya senada dengan defînisi yang pertama yang memperlihatakan bahwa syarî’ah itu bersifat totalitas komprehensif yang mencakup semua aspek yang telah disebutkan tersebut. Adapun defînisi yang ketiga memberikan batasan bahwa ruang lingkup syarî’ahitu terbatas hanya dalam bidang ‘amalîyyah saja. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah tidak  termasuk di dalamnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pada prinsipnya syarî’ahitu identik dengan agama (ad-dîn atau al-millah) yang mencakup dua unsur pokok, yaitu akidah dan syarî’ah. Tegasnya, dari deskripsi ketiga defînisi di atas menggambarkan terminologi syarî’ah dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas, dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syarî’ah mencakup semua aspek sebagaimana telah dikemukakan oleh ‘Adil asy-Syuwekh dan at-Tahānawi di atas. Dalam arti sempit, syarî’ahmerujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam yang berupa norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku konkret baik tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif.

Defînisi syarî’ah di atas dalam kaitannya dengan maqāṣd asy-syarî’ah tampak semakin jelas tergambar bahwa syarî’ah adalah seperangkat aturan hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pernyataan  yang demikian ini secara tidak langsung memuat kandungan maqāṣîd asy-syarî’ah, dan ini berkorelasi dengan terminologi maqāṣîd asy-syarî’ah yang dikemukakan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer, sebagaimana di bawah ini.
1. Ibn ‘Âsyûr mengemukakan dengan term maqāṣîd at-Tasyrî`‘āmmah, yaitu makna-makna (nilai-nilai) dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh asy-Syārî’ dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu tetapi semua jenis hukum sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syarî’ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.

Batasan dari Ibn ‘Âsyûr ini menunjukkan sebagai defînisi operasional, konkret, dan bersifat umum yang mencakup semua syarî’ah secara keseluruhan. Karena itu, ia juga menambahkan terminologi maqâṣîd asy-syarî’ah yang bersifat khusus, terutama dalam bab-bab mû’āmâlah, yang didefînisikan dengan kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh syara’ untuk merealisir kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemâslâhatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan khusus mereka yang mengandung hikmah.

2. ‘Allāl al-Fâsî mendefînisikan maqāṣîd asy-syarî’ah adalah merupakan tujuan dan rahasia-rahasia syarî’ah yang telah ditetapkan asy-Syārî’ dalam setiap ketentuan hukum.
 Defînisi ini juga menggambarkan mencakup dua maqâṣîd, yang substansinya senada dengan terminologi yang dikemukakan oleh Ibn ‘Asyûr, yaitu maqāṣîd al-‘āmmah yang tertuju pada kalimat “al-gāyah minhā”, dan maqāṣîd al-khāṣṣah yang tertuju pada kalimat “wâ al-asrâr allati waḍa’ahā”.
3. Ahmad ar-Raisūnî mendefînisikan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan, tujuan ditetapkan syarî’ah tidak lain adalah untuk merealisir kemâslâhatan umat manusia.
 Defînisi ini substansinya masih sama dengan defînisi yang dikemukakan oleh al-Fâsî, yaitu kembali kepada maqâṣîd al-‘āmmah yang tertuju pada “wuḍi’at asy-syarî’ah”, yang berarti untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan maqāṣid al-khāṣṣah yang tertuju pada “min tahqiq al-maṣālîh li al-‘ibād”.
4. Wahbah az-Zuhailî mendefînisikan maqāṣîd asy-syarî’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang tersirat dalam segenap dan sebagian terbesar dari hukum-hukum-Nya. Makna-makna dan hikmah-hikmah itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syarî’ah yang ditetapkan oleh asy-Syārî’ dalam setiap ketentuan hukum.
 Defînisi ini tampaknya merupakan akumulasi dari defînisi yang dikemukakan oleh ibn ‘Asyûr, dan al-Fâsî.
5. Muṣṭafâ Makhdūm mendefînisikan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan dua makna, yaitu maqâṣîdal-‘āmm dan maqāṣîd al-khāṣṣ. Dimaksudkan dengan maqâṣîd al-‘āmm, adalah tujuan yang dimaksudkan berada di balik perbuatan-perbuatan. Sedangkan maqâsîd dengan makna al-khāṣṣ, yaitu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan substansi hukum (hikmah-hikmah). Adakalanya perbuatan itu mengandung maslahat, atau sebaliknya, yaitu mafsadat, dan adakalanya perbuatan itu dilakukan secara langsungtanpa perantaraan perbuatan yang lain.
 Seperti membunuh (al-qatl) itu perbuatan yang berhubungan dengan hikmah diharamkan melakukan perbuatan membunuh, karena perbuatan tersebut mengandung kemafsadatan, dan melenyapkan nyawa, dalam arti bahwa mafsadat itu merupakan bagian dari tujuan perbuatan. Maka perbuatan yang demikian itu merupakan maqâṣîd dalam arti al-khāṣṣ. 
6. Al-Yūbi mendefînisikan maqâṣîd asy-syarî’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh asy-Syārî’dalam setiap ketentuan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus dengan tujuan untuk merealisir kemaslahatan manusia.
 Defînisi ini secara rinci dapat dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “makna-makna (al-ma’āni)” yaitu ‘illah-‘illah hukum. ‘illâh dalam terminologi uṣūliyyin paling tidak mempunyai dua makna, yaitu ‘illâh yang relevan (al-ma’nā al-munāsib) bagi pensyarî’atan hukum, dan ‘illâh itu sendiri merupakan sifat yang jelas dan tegas yang dapat menghasilkan hukum yang di dalamnya mengandung kemaslahatan.
 “Hikmah-hikmah (al-hikām)” plural (jama’) dari hikmah, yang dalam terminologi uṣūliyyin yaitu sesuatu yang menjadi sifat ‘illah, atau sesuatu yang dalam konteks tasyrî` untuk meraih kemaslahatan dan menyempurnakannya, dan menolak kemafsadatan dan meminimalisirnya.
 Ungkapan “yang dipelihara oleh asy-Syârî’ dalam setiap ketentuan hukum (allati ra’ahā asy-Syârî’ fî at-tasyrî`)”, yakni ketentuan dan maksudnya dalam tasyrî`, dan yang demikian itu mengindikasikan bahwa hukum-hukum Allah itu dapat dikaukasi (mu’allalah) yang mengandung maslahat  yang telah ditetapkan oleh asy-Syārî’.  Ungkapan lafaẓ “baik yang bersifat umum maupun khusus (‘umūman wa khuṣūṣan)” dimaksudkan, yang umum, bahwa asy-Syârî’ memelihara hukum-hukum syarî’ah yang umum, termasuk maqâṣîd al-‘āmmah, baik hikmah-hikmah-nya maupum maqâṣîd-nya yang terkandung pada semua dalil-dalil hukumnya. Sedangkan yang khusus, yaitu sesuatu yang dimaksudkan asy-Syârî’ pada setiap hukum-hukum-Nya yang mengandung hikmah-hikmah, atau ‘illah. Adapun ungkapan “dengan tujuan untuk merealisirkemaslahatan manusia (min ajl tahqiq maṣālîh al-‘ibād)”, yaitu adanya makna-makna yang dipelihara oleh asy-Syārî’ dalam setiap ketentuan hukum-Nya tidak lain tujuannya adalah untuk merealisir kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 
7. Nῡr ad-Dîn bin Mukhtār al-Khâdîmi mendefînisikan maqāṣîd asy-syarî’ah dengan makna-makna yang tersirat di dalam hukum-hukum syara’, dan secara kronologis hukum-hukum syara’ itu terdapat makna-makna, dan hikmah-hikmah yang bersifat partikular (juz’iyyah), atau kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal (kûlliyyah) atau global (ijmālîyyah), dan semua itu terakumulasi pada satu tujuan, yaitu penetapan penghambaan diri kepada Allah, dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari tujuh defînisi maqāṣîd asy-syarî’ah tersebut di atas, setelah dikritisi dengan cermat dapat dikatakan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi secara substansial terdapat kesamaan maksud dan tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, defînisi yang dipandang komprehensif (jāmi’-māni’) dan cukup representatif adalah defînisi yang dikemukakan oleh al-Khâdîmi, bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah merupakan akumulasi dari apa-apa yang telah asy-Syârî’ datangkan dan tetapkan di dalam aturan hukum-hukum-Nya yang secara kronologis mengandung kemaslahatan-kemaslahatan, seperti maslahat ibadah puasa yaitu untuk mencapai derajat takwa, maslahat berperang adalah untuk menolak permusuhan dan memelihara keutuhan bangsa, dan maslahat perkawinan adalah dapat lebih terjaga penglihatan mata dari sesuatu yang mengandung dosa, kemaluan lebih terpelihara, dapat melahirkan keturunan, dan memperbaiki keadaan kehidupan yang lebih baik. Semua kemaslahatan itu merupakan maslahat  yang besar dan tujuan yang universal, sebagai manifestasi dari realisasi ibadah kepada Allah, kebaikan dan kebahagiaan semua umat manusia di dunia dan akhirat.
Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan-tujuan hukum (maqâṣîd asy-syarî’ah) ditetapkan asy-Syârî’ bukan semata-mata untuk hukum itu sendiri, tetapi diproduk untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa hukum syara’ itu bukan semata-mata untuk kepatuhan, tetapi memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia.
 Oleh karena demikian, Muhammad Abū Zahrah menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan  tidak satupun hukum yang disyari’atkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur’ān maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.
 Kemaslahatan merupakan bagian isi dari maqâṣîd asy-syarî’ah perlu dilihat tidak hanya dalam tataran teknis semata, tetapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum. Hukum-hukum yang disyarî’atkan Allah itu ternyata mengandung nilai-nilai fîlosofîs, karena kajian maqâṣîd tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang bersifat umum, dan tasyrî`yang bersifat khusus.

Penekanan kajian maqâṣîd asy-syarî’ah yang dilakukan oleh asy-Syāṭibî  misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan teks-teks al-Qur’ān yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Teks-teks itu antara lain berkaitan dengan pendelegasian para utusan Allah, seperti terlihat dalam Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 165:
(((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((   
Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Demikian juga dalam Q.S. al-Anbiyā’ (21), ayat 107:
(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((   
Artinya:“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Dalam kaitannya dengan penciptaan, Allah berfîrman dalam Q.S. Hūd (11), ayat 7:
(((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((   
Artinya:“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah ‘Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya”.

Dalam ayat lain, Q.S. az-Żāriyāt (51), ayat 56:

((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((   
Artinya:“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.
Demikian juga dalam Q.S. al-Mulk (67), ayat 2:

((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((   

Artinya:“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Dalam kaitan dengan hukum, banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur’ān yang berbicara masalah hukum,
 antara lain tentang masalah wudu. Setelah Allah berbicara tentang berwudu, kemudian Dia berfîrman dalam Q.S. al-Māidah (5), ayat 6:
( (((.... ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((   
Artinya: ....“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Dalam masalah ṣalat, Allah berfîrman dalam Q.S. al-Ankabūt (29), ayat 45:
(((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((   
Artinya:“Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar”. 

Dalam hal yang berkaitan dengan puasa, Allah tegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat 183:
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Dalam hal yang berkaitan dengan jihad, Allah berfîrman dalam Q.S. al-Hajj (22), ayat 39:
(((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((   
Artinya:“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”. 
Demikian juga dalam hal qiṣāṣ, Allah berfîrman dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat 179:
(((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((   
Artinya:“Dan dalam qisas itu ada (jamînan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. 
Berdasarkan ayat-ayat di atas, asy-Syâṭibî  menyatakan bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.
 Artinya, maqâṣîd asy-syarî’ah dapat diaplikasikan sebagai pisau analisis atau metode ijtihâd terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan dengan jelas aspek kemaslahatannya dengan bertolak dari semangat hukum Islam (rūh asy-syarî’ah) dan tujuan umum dari agama Islam.
Demikian juga dengan eksistensi sunnah, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan (taqrir), yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’ān. Jadi sunnah merupakan penjelasan (bayân) terhadap al-Qur’ān.
 Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur’ān terlebih dahulu dicari uraiannya dalam sunnah.
 Jadi, antara al-Qur’ān dan sunnah pada prinsipnya mempunyai hubungan fungsional yang sangat mendasar sebagai sumber hukum dan ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan yang digali dan disimpulkan dari rūh asy-syarî’ah. Dan hubungan fungsional tersebut keduanya oleh asy-Syâṭibî  dijadikan sebagai dasar berpikir tentang maqâṣîd asy-syarî’ah. Sebagai contoh dari sunnah yang berbasis maqâṣîd asy-syarî’ah, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Dar Quṭni dari Abî Sa’id Sa’ad bin Mâlik bin Sinān al-Khudri bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: 
لَاضَرَرَ وَلَاضِرَار
.
Artinya:“Seseorang tidak boleh berbuat mudarat terhadap dirinya, dan tidak boleh memudarati orang lain”.
Hadîs tersebut tercantum di dalam  Kitâb Matan Arba’in an-Nawawiyyah nomor ke 32 yang telah dikomentari dan dijabarkan oleh at-Tûfî (w. 716 H) dengan menghabiskan sekitar 30 halaman, yaitu hadis yang melarang seseorang tidak boleh berbuat mudarat, dan tidak boleh memudarati orang lain. Substansi dari perkataan Rasulullah ini adalah mengafirmasi maslahat  dan menegasikan (mencegah) kemudaratan. Bila mudarat dînegasikan, maka berarti maslahat diafîrmasi. Karena keduanya saling kontradiksi dan tidak ada yang menengahi antara keduanya.
 Jadi jelaslah maqâṣîd asy-syarî’ah hadis di atas bahwa berbuat kemudaratan baik bagi diri seseorang maupun terhadap orang lain itu sama sekali dilarang. 
Contoh lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dari ‘Abd Allah bin Mas`ûd, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami:
يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. 

Artinya:“Wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu ada yang mampu kawin, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu dapat lebih terjaga penglihatan matanya, dan kemaluannya akan lebih terpelihara, dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menekan nafsu”.
Hadis di atas merupakan bayân at-tauḍih dari disyarî’atkan nikah sebagaimana fîrman Allah dalam surat an-Nisā’ (4), ayat 3,
 dan ar-Rūm (30), ayat 21.
 Kemudian Rasulullah memperkuat pernyataan al-Qur’ān dimaksud dengan sabdanya tersebut di atas, karena dilarang seorang pemuda bersalibat dalam hidupnya, dan beliau mencontohkan dirinya sebagai manusia biasa dengan berpuasa, berbuka, salat, tidur, dan kawin.
 Allah mensyarî’atkan kawin maqâṣîd-nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya yang melaksanakan perkawinan, yaitu dapat lebih terjaga pengliahatan matanya, lebih terpelihara kemaluannya, dapat melahirkan keturunan, dan memperbaiki keadaan kehidupan yang lebih baik.

C. Penetapan Maqâṣîd asy-syarî’ah dan Cara Mengetahuinya

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap aturan (syarî’ah) yang telah disyarî’atkan asy-Syârî’ bagi umat manusia itu pasti mempunyai target (al-gāyah) dan tujuan (maqâṣîd). Oleh karena itu, eksistensi maqâṣîd asy-syarî’ah perlu ditetapkan dalam konteks istinbâṭ hukum.
Ibn ‘Âsyûr mengatakan bahwa setiap syarî’ah itu disyarî’atkan Allah untuk umat manusia yang hukum-hukum-Nya mengandung maqâṣîd. Oleh sebab itu,  maqâṣîd asy-syarî’ah harus ditetapkan dengan dalil-dalil yang qaṭ’i karena Allah tidak melakukan perbuatan terhadap sesuatu itu dengan main-main.
 Seperti Allah menginformasikan dalam surat ad-Dukhān (44), ayat 38-39: 
((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((   ((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((   
Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.
Muhammad Habîb mengemukakan bahwa penetapan maqâṣîd asy-syarî’ah itu dapat dilakukan dengan naṣ-naṣ (an-nuṣûṣ), dengan makna-makna (al-ma’āni), dan dengan an-nuṣûṣ dan al-ma’āni sekaligus.
 Dimaksudkan dengan an-nuṣûṣ di sini, yaitu naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah. Sedangkan dimaksudkan dengan al-ma’āni, yaitu ditetapkan hukum-hukumnya, hikmah-hikmah, dan ‘illâh hukumnya. Semua makna-makna tersebut tidak keluar dari naṣ-naṣ syarî’ah ditetapkan dan dibangunnya. Adapun dimaksudkan dengan an-nuṣūṣ dan al-ma’āni secara sekaligus, yaitu naṣ dengan konteks tekstualnya (as-siyāq an-naṣ), indikasi-indikasi (al-qarā’in), dan tempat-tempatnya (al-maqām).
Berbeda dengan Muhammad Habîb, Ibn Rabî’ah mengemukakan bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah ditetapkan dengan dalil naqliyyah  dan ‘aqliyyah.
 Dalam pembahasannya, ia menjelaskan bahwa penetapan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan dalil naqliyyah itu dilakukan dengan mengadakan penelitian secara induktif (al-îstîqrâ’i) pada naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah mengenai bahwasannya syarî’ah datang untuk tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dalam konteks ini banyak ulama yang menyebutkan di antaranya al-Baiḍāwi (w. 685 H) mengatakan sesungguhnya penelitian secara induktif itu menunjukkan bahwa Allah mensyarî’atkan hukum-hukum-Nya tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia.
 Demikian juga asy-Syâṭibî  menyatakan bahwa yang dipegangi berdasarkan penelitian induktif kami, bahwa syarî’ah itu diciptakan adalah untuk kemaslahatan umat manusia.
 Asy-Syâṭibî  tampaknya sebelum mengatakan pernyataannya yang dirumuskan dalam sebuah konsep syarî’ah, ia terlebih dahulu meneliti secara induktif ayat-ayat al-Qur’ān dan sunnah. Seperti tentang diutusnya para rasul, asal diciptakan makhluk-makhluk Allah, dan tentang ‘illah-’illâh hukum yang terkandung dalam al-Qur’ān dan sunnah, semua itu adalah bagian-bagian dari penelitian secara induktif. Lebih jauh asy-Syâṭibî  mengatakan bahwa penelitian al-îstîqrâ’ yang seperti ini berfaedah bagi ilmu pengetahuan, maka kami pastikan bahwa setiap persoalan itu senantiasa berada dalam kumpulan rincian syarî’ah. Dari jumlah ini dapat ditetapkan qiyâs atau ijtihâd, maka hendaklah diberlakukan atas apa yang dikehendakinya, dan tetap dilakukan yang didasarkan pada ilmunya.

Ibn Rabî’ah selanjutnya menyebutkan, banyak metode (tariqah) untuk menetapkan maqâshîd yang terdapat dalam nâs-nâs al-Qur’an dan sunnah. Menurutnya, paling tidak ada delapan: Metode pertama, Allah banyak menginformasikan di dalam kitâb-Nya (al-Qur’ān) tentang hukum-hukum yang disyarî’atkan-Nya dengan maqâṣid, bukan dengan main-main (‘abaṡa), dan kami temukan hukum-hukum Allah itu diciptakan untuk tujuan-tujuan manusia di dunia dan  akhirat, maka ini menunjukkan i’tibār asy-Syârî’ li al-maqâṣîd. Metode kedua, Allah telah banyak menginformasikan eksistensi diri-Nya dalam  Kitâb-Nya sebagai Penyayang kepada semua makhluk-Nya (arham ar-rāhimin), dan Maha Luas rahmat-Nya. Kemudian Allah informasikan tentang rasul-Nya, bahwa Nabi Muhammad saw. itu menjadi rahmat bagi alam semesta (rahmah li al-‘ālamîn). Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengutus para utusan-Nya (Nabi Muhammad) tidak lain dimaksudkan untuk menjadi rahmat bagi makhluk-Nya. Sekiranya Dia utus bukan untuk menjadi rahmat dan kemâslâhatan bagi manusia, pasti rahmat itu tidak akan ada. Demikian ini menunjukkan i’tibār al-maqâṣîd. Metode ketiga, Allah menginformasikan bahwa Dia telah berbuat ini, dan itu, atau selain yang demikian itu tentang jalan pencarian ‘illâh(masalîk al-‘illah) yang mesti diketahui, dan ini banyak dalam ayat-ayat al-Qur’ān, dan kebanyakan terdapat dalam bab Iṡbât al-maqâṣîd bi al-adillah an-naqliyyah. Semua itu banyak bersandar pada maqâṣîd asy-syarî’ah, maka demikian ini menunjukkan i’tibār al-maqâṣîd. Metode keempat, Allah telah menginformasikan tentang kepentingan kitâb-Nya, besar faedahnya, dan maksud diturunkannya sebagai dasar syarî’ah.
 Demikian juga sunnah Rasulullah ditetapkan untuk tujuan-tujuan manusia, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan. Penetapan sifat Allah dan rasul itu untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Metode kelima, datang sebagian naṣs-naṣ syara’ itu menjadi bayân bagi sebagian tujuan-tujuan asy-Syārî’. Seperti tujuan menghilangkan kesulitan (raf’ al-haraj), dan mencari kemudahan (al-yusr) dalam syarî’ah, sebagaimana Allah berfîrman (Q.S. al-Hajj (22), ayat 78):
((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( 
Artinya:“Dan Dia sekali-kAlî tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.
Q.S. al-Māidah (5), ayat 6:
(((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((   
Artinya:“Allah tidak hendak  menyulitkan kamu”.

Dua ayat tersebut menunjukkan atas kehendak dan maksud asy-Syârî’ dengan ungkapan kata “raf’ al-haraj, dan al-yusr”. Dan ini merupakan penetapan maqâshîd yang dimaksudkan-Nya. Metode keenam, datang naṣ-naṣ yang umum yang menunjukkan atas penetapam semua kemaslahatan dan menolak semua kemafsadatan/kemudaratan. Seperti dalam fîrman Allah (Q.S. an-Nahl (16), ayat 90):
( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   
Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Hadîs Rasulullah saw.:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَار
. 
Artinya: “Seseorang tidak boleh berbuat mudarat terhadap dirinya, dan tidak boleh memudarati orang lain”.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk merealisir semua kemaslahatan dan kemanfaatan dengan bertolak dari melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya (bi-imtiṡāl al-awāmîr wa ijtināb an-nawāhi), dan menghilangkan segala kemudaratan dalam syarî’ah yang akan menimpa terhadap diri pribadi dan orang lain. Metode ketujuh, Allah menginformasikan bahwa hukum-hukum-Nya itu sebagai hukum yang paling baik daripada hukum yang lainnya, sebagaimana fîrman-Nya (Q.S. al-Māidah (5), ayat 50:
(((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((   
Artinya:“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”.

Ayat ini memberikan penegasan terhadap sifat hukum Allah bahwa tidak ada produk hukum dari selain Allah yang lebih baik, melainkan hanya hukum Allah-lah yang lebih baik, dan ini diciptakan oleh-Nya tujuannya adalah untuk memelihara kesempurnaan hikmah dan maslahat. Maka yang demikian ini menunjukkan i‘tibār al-maqâṣîd. Metode kedelapan, bahwa al-Qur’ān sebagai kitâbullah itu menjadi dasar agama bagi semua bangsa yang mempunyai sifat hidup (hayāh), dan cahaya (nūr). Sebagaimana fîrman Allah (Q.S. al-Anfāl (8), ayat 24), dan al-An’ām(6), ayat 122:
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((   
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rsul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu”.
((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((   
Artinya:“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang kedaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kAlî tidak dapat ke luar daripadanya”
Kedua ayat tersebut secara global adalah menjelaskan kemaslahatan yang besar, yaitu kehidupan yang baik di dunia ini tidak diciptakan oleh Allah, melainkan semata-mata untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dan maqâṣîd-nya itu mencakup dua sifat tersebut di atas yang menghasilkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Demikian sebagian dalil-dalil naqliyyah yang menunjukkan bahwa syarî’ah datang diciptakan untuk maqâshîd, dan di dalamnya mencakup kemaslahatan-kemaslahatan yang diperuntukkan terutama bagi orang-orang yang Allah buka penglihatan matanya, sinaran hati nuraninya, dan orang-orang yang senantiasa merenungkan sedikit hukum-hukum syarî’at-Nya. 
Sedangkan penetapan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan dalil-dalil‘aqliyyah, paling tidak dilakukan dengan tiga dalil: Dalil pertama, tidak ada penetapan maqâṣîd dalam ketentuan hukum Allah yang diperintahkan atau dilarang melainkan dengan kehendak-Nya (al-irādah), dengan Maha Mengetahui-Nya (al-‘Alîm), dengan kekuasaan-Nya (al-qadir) atas segala sesuatu , dan dengan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang-Nya (arham ar-rāhimin). Artinya hubungan antara naql dan naql saling terkait (at-talāzum) dan saling melengkapi (at-takammul). Karena kedudukan Allah sebagai Zat yang bebas berkehendak, dan tidak satu pihak pun boleh mempersoalkan kehendak-Nya. 
Dalil kedua, bahwa Allah memelihara kemaslahatan hamba-Nya tentang dasar-dasar agama, kehidupan mereka, dan dalam kondisi kemaslahatan mereka terabaikan dalam hukum syara’, maka hal ini menunjukkan pengakuan asy-Syârî’ terhadap maqâṣîd. Dalil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu dari tiada, kemudian ada, dan baru Dia tundukkan dan berikan kepada manusia segala kenikmatan dan keselamatan.
 Pemeliharaan Allah terhadap kemaslahatan hamba-Nya itu bersifat umum, tidak saja dari segi dasar-dasar agama dan kehidupan, tetapi juga pemeliharaan terhadap harta, darah, dan kehormatan mereka. Tidak ada kehidupan tanpa semua itu, maka karenanya pemeliharaan harus dilakukan. Dalil ketiga,  bahwasannya akal dan peradaban (al-‘ādah) keduanya berjalan dalam sebuah sistem, untuk itu, tujuan daripadanya mesti untuk merealisirkemaslahatan atau menolak kemudaratan. Jika tidak demikian, maka berarti hal itu dipandang main-main, kerusakan, penanganan urusan yang tidak profesional, dan ditetapkan oleh orang yang bodoh dan dungu yang rusak disebabkan niat yang jelek. Allah Maha Suci dari semua itu, dan Dia tetapkan kesucian itu yang jauh dari sifat-sifat yang hina.

Dari ketiga dalil‘aqliyyah yang dikemukakan oleh Ibn Rabî’ah di atas, Al-Yūbi menambahkan satu dalil lagi yaitu dalil keempatbahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk mulia dan terhormat, sebagaimana Dia tegaskan dalam fîrman-Nya (Q.S. al-Isrā’ (17), ayat 70):
( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((   
Artinya:“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa Allah dengan iradah-Nya menciptakan manusia sebagai sebaik-baik makhluk yang mulia lagi terhormat yang mendatangkan kemanfaatan ataukebaikan.

Berbeda dengan Ibn Rabî’ah dan Al-Yūbi, Ṣaleh bin ‘Umar mengemukakan bahwa penetapan maqâṣîd asy-syarî’ah dapat dihasilkan dengan al-Qur’ān, as-sunnah, al-ijmā’, al-îstîqrâ’, dan al-ma’qūl.
 Dalam uraiannya ia menjelaskan: Pertama, dari al-Qur’ān: (1) Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak berbuat sesuatu dengan main-main, dan kebatilan melainkan dengan benar dan hikmah.
 (2) Ayat-ayat yang menunjukkan tujuan utama Allah menciptakan manusia.
 (3) Ayat-ayat yang menunjukkan tujuan Allah mengutus para rasul, dan menurunkan kitâb-Nya.

Kedua, dari as-sunnah. Apabila kita mengkritisi eksistensi sunnah tentu akan ditemukan perkataan hikmah-hikmah (al-hikam) dan tujuan-tujuan (al-maqâṣîd) yang menuntut kepada para pemikir untuk mengetahuinya. Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan itu bisa diketahui dengan jelas, terkadang bisa diketahui dalam bentuk peringatan (at-tanbih), dan terkadang dalam bentuk isyarat (at-talmih). Seperti dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dari Abdullah bin Abî Bakar, beliau bersada:  
إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ 
عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ.
Artinya: “Hanyasannya aku melarang kAlîan(menyimpan daging kurban)karenaada serombongan delegasi yangakan datang (daffat),
 maka (sekarang) makanlah, sedekahkanlah, dan kemudian simpanlah”.
Hadis ini menunjukkan sebuah dalil yang ṣarih yang dapat dipahami bahwa hukum-hukum syara’ itu di-‘illati dengan maṣālîh al-‘ibād. Dan maksud ‘illâh yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis itu sebagai peringatan (at-tanbih) atas sesuatu yang tidak disebutkan ‘illah-nya dari hukum-hukum syara’ yang di’illati dengan maslahat. 
Ketiga, al-ijmā’. Konsensus para ulama telah menetapkan bahwa bagi hukum-hukum syara’ itu mempunyai tujuan-tujuan utama (maqâṣîd), dan maqâṣîd-nya di’illati dengan maṣālîh al-‘ibād. Konsensus para ulama ini oleh asy-Syâṭibî dînukil dan dijadikan obyek kajian di dalam kitâbnya, al-Muwâfaqât.

Keempat, al-îstîqrâ’. ‘Abd as-Salâm mengatakan, jika kita mengikuti tujuan-tujuan utama apa-apa yang terdapat dalam al-Qur’ān dan sunnah, maka kita akan mengetahui bahwa Allah memerintahkan pada setiap kebaikan, kelembutan, dan kemuliaan, serta menjauhkan dari setiap keburukan yang kecil hingga yang besar. Dan kebaikan itu diibaratkan dari jalb al-maṣālîh wa dar’ al-mafāsîd.
 Dalam kaitan ini, Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H/1347 M) mengatakan: Apabila kalîan mengkritisi syarî’ah akan ditemukan dari awal hingga akhir bukti-bukti penetapan maqâṣîd dan ‘illah-‘illah-nya, dan ditemukan pula hikmah, maslahat, keadilan dan rahmat yang nyata dalam lembaran-lembarannya, yang memanggil dan mengajak kepada para pemikir untuk mengkritisinya.
 Pendapat aj-Jauziyyah ini kelihatannya diikuti oleh asy-Syâṭibî, kemudian ia mengatakan berdasarkan penelitian secara induktif, bahwa syarî’ah itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan hasil penelitian induktif ini tidak ada yang membantahnya.

Kelima, al-ma’qūl. Dari pemikiran rasional ini dapat dicontohkan tiga persoalan sebagai berikut: (a) Bahwa sesungguhnya syarî’ah itu menuntut pengikutnya untuk berpikir kepada sesuatu yang bermanfaat dan mudarat sehingga jelas bagi merekakemudaratan dari sesuatu atau yang paling kuat mudaratnya, maka mereka mengetahui kemudaratan yang patut ditinggalkan, kemudian mereka meninggalkan atas dasar kesaksian dan kerelaannya, seperti yang jelas bagi mereka manfaatnya lalu mereka mencarinya. Dan pembenaran ini dasarnya Q.S. al-Baqarah (2), ayat 219-220, Allah berfîrman:
( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((   ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((   
Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang khamaar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang merek nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfîkir, tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir, tentang dunia dan akhirat. Bagi orang yang berakal lagi cerdik pandai tentu ia akan mencari pemahaman pendapat tanpa semata-mata melihat secara tektualitasnya. Barang siapa yang melampaui batas dalam mengambil sesuatu yang tersembunyi dari tektualitas-tektualitas itu dengan tidak tenggelam pada alur pembicaraan dan berlebihan dalam mencela dan menjauhkannya, maka berarti ia seorang yang bodoh lagi bebal yang hanya panjang umurnya.
(b) Syari’ah itu merupakan sifat orang-orang yang tidak mau berpikir pada ayat-ayat Allah, mereka membenarkan yang demikian itu dengan berdasar pada fîrman Allah (Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 78):

( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((   
Artinya:“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafîk) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun”.

(c) al-Âmidî (w. 631 H) menyebutkan, sesungguhnya Allah itu Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya, karenanya Dia memelihara tujuan dalam perbuatan-Nya, yang terkadang perbuatan itu menunjukkan wajib atau tidak wajib; Jika perbuatan itu menunjukkan wajib maka tidak terlepas dari yang dimaksudkan, dan jika perbuatan itu tidak wajib maka mengerjakannya untuk yang dimaksudkan yang lebih dekat pada yang diterima akal dari pekerjaannya yang tanpa tujuan; Maka yang dimaksudkan itu mesti dari pekerjaannya yang bersifat ẓannî. Apabila yang dimaksudkan itu mesti dari perbuatannya, maka hukum-hukum itu ditetapkan dari yang diperbuatnya, demikian itulah yang merupakan tujuan dan yang dimaksudkan. Tujuan adakalanya dikembalikan  kepada Allah atau kepada hamba. Tidak ada jalan untuk mengetahui yang pertama mengenai kemudaratan dan kemanfaatan, karena hal itu menyalahi konsensus para ulama.

Adapun metode mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah, Ibn Rabî’ah mengemukakan, ada empat metode yaitu: (1). Penelitian induktif (al-îstîqrâ’), (2). Adanya perintah dan larangan esensial yang tegas dari lafaẓ (mûjarradal-amr wâ an-nahyî al-îbtîdā’î at-taṣrîhî), (3). Ungkapan-ungkapan dari setiap perkara syarî’ah yang menjadi sarana untuk mengetahui maqâṣîd (at-ta’bîrât allatî yustafâdu minhā ma’rifah al-maqâṣîd), dan (4). Sikap diam asy-Syârî’ dari pensyarî’atan sesuatu (sûkût asy-Syârî’ ‘an syar’iyyah al-‘amal ma’a qiyâmi al-ma’nâ al-muqtadā lah).
 Dalam uraiannya, Ibn Rabî’ah menjelaskan keempat cara dimaksud satu persatu sebagai berikut:
Pertama, metode penelitian induktif (al-îstîqrâ’) yang digunakan untuk mengetahui maqâṣîd asy-Syârî’, atau maqâṣid asy-syarî’ah. Dengan metode ini dapat berhasil secara hirarkis naṣ-naṣ syarî’ah dan hukum-hukumnya ditegakkan atas ‘illah-‘illah-nya; Bahkan dengan ditegakkan atas banyaknya ‘illâh yang sepadan keberadaannya dapat menjadi ukuran bagi satu hikmah yang mungkin dapat kita pastikan bahwa hikmah itulah yang dimaksudkan oleh asy-Syārî’, dan dengan ini kita sampai kepada mengetahui tujuan asy-Syârî’.
Kedua, adanya perintah dan larangan esensial yang tegas dari lafaẓ (mûjarrad al-amr wâ an-nahyî al-îbtîdā’î at-taṣrîhî). Amr pada asalnya diletakkan untuk menjadi tuntutan berbuat, sedangkan nahy pada asalnya diletakkan untuk tuntutan meninggalkan perbuatan terlarang.  Atas demikian ini maka berlaku suatu perbuatan ketika adanya perintah yang dimaksudkan oleh asy-Syârî’, dan sebaliknya, tidak berlaku suatu perbuatan ketika ada larangan yang dimaksudkan oleh asy-Syârî’. Dalam kontek ini asy-Syâṭibî  menyebutkan: a) Bahwa perintah atau larangan ada yang sifatnya mengikat dan ada yang sifatnya tidak mengikat. Dari konsep ini melahirkan pola hukum, perintah yang sifatnya mengikat menjadi wajib (al-ijāb), yang tidak mengikat menjadi sunnah (an-nadb), sifat mengikat untuk larangan menjadi haram (at-tahrim), yang tidak mengikat menjadi makruh (al-karāhah), dan yang tidak mengikat baik untuk perintah ataupun larangan menjadi mubah (al-ibāhah), dan di kalangan ulama masih menjadi perbedaan pendapat. b) Perintah dan larangan itu ada yang jelas (ṣarih), dan ada yang tidak jelas (gair ṣarih). Yang ṣarih, dapat diketahui: (1) Ungkapan dalam bahasa yang jelas, sekalipun ‘illâh hukumnya (ta’lil al-ahkâm ) tidak dijelaskan baik dalam masalah ibadah maupun mû’āmalah. Misalnya,  Allah mewajibkan berwudu ketika akan salat, yang secara eksplisit disebutkan dalam naṣ.atau Allah melarang umat Islambertransaksi pada saat azan Jum’at dikumandangkan. (2) Perintah dan larangan dipahami dari tujuan syara’ dengan cara îstîqrâ’ yang disertai dengan indikasi-indikasi tidak langsung berkaitan dengan naṣ perintah dan larangan (al-hālîyah), atau yang jelas menunjukkan ada kemaslahatan pada perintah-perintah dan kemafsadatan pada larangan-larangan (al-maqalîyah). Sedangkan yang tidak jelas (gair ṣarih), dapat diketahui: (a) Ungkapan-ungkapan informasi tentang adanya hukum. (b) Ungkapan-ungkapan informasi yang mengandung pujian terhadap suatu perbuatan atau pujian bagi pelakunya dalam perintah, atau celaan suatu perbuatan atau celaan bagi pelakunya dalam larangan-larangan. Atau dampak pahala perbuatan dalam perintah, atau dampak siksaan dalam larangan-larangan. (c) Sesuatu yang tergantung kepadanya sesuatu yang dituntut, yang dikenal dengan ungkapan mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa al-wājib (perbuatan wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya maka hal itu menjadi wajib pula).

Ketiga, ungkapan-ungkapan dari setiap perkara syarî’ah yang menjadi sarana untuk mengetahui maqâṣîd (at-ta’bîrât allatî yustafâdû minhā ma’rifah al-maqâṣîd). Dari ibarat-ibarat ini menjadi ungkapan apa yang dikehendahi syara’ dan sekaligus untuk mengetahui tujuan-tujuan asy-Syârî’, karena sesuatu yang diinformasikan Allah itu sesungguhnya yang dikehendaki syara’, maka sesuatu yang dimaksudkan itu menjadi pasti. Ibarat-ibarat ini juga diungkapkan dalam naṣ dengan lafaz al-khair (baik), asy-syar (buruk), an-naf’ (manfaat), ad-ḍar (mudarat), dan lafaz-lafaz yang lainnya, yang menunjukkan pada kemaslahatan dan kemafsadatan. Demikian itulah yang dimaksudkan asy-Syârî’ dengan jalb al-maṣālîh wa daf’ al-mafâsîd, maka mengetahui lafaẓ-lafaẓ yang diungkapkan dari lafaẓal-maṣālîh dan al-mafâsîd itu merupakan metode untuk mengetahui maqâṣîd asy-Syârî  atau maqâṣîd asy-syarî’ah. 
Keempat, sikap diam asy-Syârî’ dari pengamalan syara’ beserta makna yang dikehendaki-Nya (sukût asy-Syârî’ ‘an syâr’iyyah al-‘amal ma’a qiyâmi al-ma’nâ al-muqtadā lah). Dalam konteks ini, sikap diam asy-Syârî’ dapat diketahui meskipun tidak ada sebab langsung untuk mengeluarkan, karena Dia tidak mengatakan dan menetapkan apa-apa; Oleh karena demikian, keberlakuan suatu hukumadalah diamalkan apa adanya. Apa yang telah ditetapkan itulah yang diinginkan oleh asy-Syârî’. Penambahan terhadap hukum justru dianggap sebagai mengada-ada dalam agama (bid’ah) dan kontradiksi dengan apa yang diinginkanasy-Syârî’.

Empat metode yang dikemukakan Ibn Rabî’ah di atas, tampaknya lebih bersifat mendukung atau menguatkan apa yang telah dikemukakan oleh asy-Syâṭibî . Menurutnya, bahwa cara memahami dan mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah yaitu ada empat cara, yaitu: Melakukan analisis terhadap lafaẓ perintah  dan larangan (mûjarrad al-amr wâ an-nahyî al-îbtîdā’î at-taṣrîhî), penelaahan‘illâh perintah dan larangan (i’tîbâr ‘ilal al-âmr wâ an-nahyî), pada setiap persoalan syarî’ah itu banyak tujuan (li asy-syarî’ah al-maqâṣîd), dan analisis terhadap sikap diam asy-Syârî’ dari pensyarî’atan sesuatu (as-sûkût asy-Syârî’ ‘an syâr’iyyah al-‘amal ma’a qiyâmi al-ma’nâ al-muqtâdā lah).
 Dalam mendeskripsikan keempat cara (manhaj) ini, ia menjelaskan:
Pertama, melakukan analisis terhadap lafaẓ perintah dan larangan.  Cara ini menitikberatkan pada lafaẓ al-amr (perintah) dan an-nahy (larangan) yang terdapat dalam al-Qur’ān dan sunnah dengan jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan lain. Maksudnya, makna-makna yang terkandung dalam lafaẓ al-amr dan an-nahy itu dikembalikan pada makna yang esensial (al-haqiqi). Dalam konteks ini harus dipahamisesuatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan dan dilaksanakan. Perwujudan dari substansi perintah itu menjadi tujuan yang dikehendali oleh asy-Syârî’. Demikian halnya dengan larangan, juga harus dipahami menghendaki sesuatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh asy-Syârî’. Dari sini terlihat jelas terutama bagi mujtahid untuk dapat membedakan antara perintah atau larangan yang jelas dan esensial (al-ibtîdâ’ at-tâṣrîhî) dan perintah atau larangan yang tidak jelas dan esensial (gair al- ibtîdâ’ at-taṣrîhî). Perbedaan dan pembatasan kedua lafaẓ tersebut adalah untuk menjaga stresing perbedaan kedua lafaẓ itu sendiri, di samping mana yang mengandung tujuan yang lain. Misalnya, jika Allah memerintahkan hamba-Nya “dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”,
 maka perintah-Nya di sini bersifat esensial dan universal sehingga lafaẓ-lafaẓ yang mengandung perintah tersebut dipandang memberikan pemahaman yang jelas (tegas) tentang maksud dan tujuan yang dikandungnya.Berbeda halnya dengan larangan Allah mengerjakan salat dalam keadaan mabuk, sebagaimana Dia tegaskan (Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 43:

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( 
Artinya:“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk”. 
Larangan mengerjakan salat di sini tidak bersifat esensial (al-haqiqah), tetapi bersifat temporal (juz’iyyah) sehingga larangan tersebut tidak menjadi syarî’ahyang sesungguhnya. Dalam hal ibadah salat, syarî’ah justru memerintahkan mengerjakan salat itu dalam kondisi tidak mabuk, sejalan dengan perintah secara umum dalam ayat-ayat yang lain. Artinya, bahwa larangan mengerjakan salat ini, Allah mempunyai maksud lain, yaitu haramnya mabuk, bukan haramnya salat. 
Demikian juga perintah Allah menjauhi jual beli pada saat pelaksanaan salat jum’at, seperti dalam Q.S. al-Jumu’ah (62), ayat 9:
((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((   
Artinya:”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.
Larangan jual beli pada ayat tersebut tidak bersifat esensial, atau tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat temporal, karena pada dasarnya jual beli itu dihalalkan, dan mengerjakan salat jum’at itu diwajibkan. Oleh sebab itu, pelarangan jual beli pada ayat dimaksud tidak termasuk tujuan syarî’ah. Dengan kata lain, tidak terdapat aspek maqâshîd asy-syarî’ah yang esensial. Untuk memahami maqâshîd asy-syarî’ah melalui ayat ini, syarat utama yang harus diperhatikan adalah, apakah perintah atau larangan yang terkandung bersifat esensial atau temporal. Jika ternyata tidak bersifat esensial, maka perintah dan larangan yang dikandungnya tidak menjadi tujuan syarî’ah (maqâshîd asy-syarî’ah) yang esensial.
Kedua, penelaahan ‘illâh perintah dan larangan. Cara ini dilakukan dengan cara menganalisis causa legis (‘illâh al-hukm) yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah. Di sini fokus kajiannya adalah, mengapa sesuatu menjadi perintah atau menjadi larangan syarî’ah. Karena eksistensi ‘illâh ini terkadang bisa diketahui dengan jelas, dan terkadang tidak bisa diketahui sama sekali.
Jika ‘illâh suatu perintah atau larangan itu dapat diketahui dengan jelas,  maka secara otomatis syarî’ah pun dapat diketahui, karena ‘illâh itu sendiri identik dengan syarî’ah. Jika ‘illâh itu tidak dapat diketahui dengan jelas, maka mujtahid harus melakukan tawaqquf (berhenti mencari ‘illâh dan menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada asy-Syârî’ yang lebih mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah dari pensyarî’ahan hukum). Sikap tawaqquf menurut asy-Syâṭibî  didasarkan pada dua pertimbangan: (1) Tidak boleh melakukan perluasan cakupan pada apa yang telah ditetapkan naṣ (lâ tata’addi al-manṣūṣ‘alaih). Karena upaya melakukan perluasan cakupan apa yang telah ditetapkan naṣ tanpa mengetahui ‘illâh hukumnya, sama halnya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, yang akhirnya justru kontradiksi dengan syarî’ah. (2) Pada dasanya dilarang melakukan perluasan cakupan atas apa yang telah ditetapkan nas, tetapi, jika dimungkinkan bisa dilakukan, maka boleh dilakukan sepanjang maqâṣîd asy-syarî’ah dapat diketahui.

Ketiga, setiap persoalan syarî’ah itu banyak tujuan. Asy-Syârî’ dalam mensyarî’atkan setiap perkara hukum ternyata di samping mempunyai tujuan esensial (aṣlîyyah), juga mempunyai banyak tujuan yang mengikutinya (tābî’ah), baik berkaitan dengan masalah mû’āmâlah (al-‘ādiyah) maupun masalah ibadah (al-‘îbādiyah). Misalnya, tujuan esensial perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan (at-tanāsul) yang baik, tetapi diikuti oleh banyak tujuan lain yang disebut dengan hikmah, di balik perintah kawin, seperti dengan melaksanakan perkawinan dapat menentramkan jiwa, dapat merasakan rasa kasih sayang dari isteri, dapat menjaga penglihatan mata, dapat kemaluannya lebih terpelihara.
Pengetahuan mengenai jumlah tujuan syarî’ah (maqâṣîd asy-syarî’ah) dan tingkatan-tingkatannya yang terkandung dalam naṣ-naṣ ibadah dan mû’āmâlah memberi kemungkinan pada penetapan hukum berbagai hal yang berkaitan dengan perintah atau larangan syarî’ah. Dari sini, jelaslah bahwa setiap perintah atau larangan syarî’ah memiliki cakupan ‘illâh dan hikmah yang demikian luas bagi kemaslahatan manusia.
Keempat, analisis terhadap sikap diam asy-Syârî’ dari pensyari’atan sesuatu. Cara penetapan dan mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah yang keempat ini adalah analisis terhadap dan melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak disebutkan asy-Syârî’. Permasalahan hukum tersebut pada esensialnya sangat berdampak positif dalam kehidupan. Menurut asy-Syâṭibî,  sukūt asy-Syârî ‘an al-hukm terdapat dua macam, yaitu diam karena tidak ada faktor yang mendorong asy-Syârî’ untuk memberikan ketetapan hukum, dan asy-Syârî’ diam walaupun ada faktor yang mendorong untuk memberikan ketetapan hukum. Macam yang pertama, pada saat seorang mujtahid mendeteksi mengapa asy-Syârî’ diam, tetapi pada beberapa rentang waktu berikutnya sukūt asy-Syârî’ itu dapat dirasakan oleh manusiabahwa yang demikian itu ternyata membawa dampak positif. Misalnya, aplikasi hukum terhadap permasalahan yang muncul terutama setelah Rasulullah wafat (632 H), seperti pengkodifîkasian al-Qur’ān, pembukuan ilmu pengetahuan, jaminan pengupahan pertukangan (taḍmin as-ṣanā’)  dan lain sebagainya. Macam yang kedua, yaitu diam walaupun ada faktor pendorong, sikap diam asy-Syârî’ ini perlu dipahami oleh mujtahid dengan pendekatan tawaqquf tanpa melakukan penambahan atau pengurangan, dan apa yang telah ditetapkan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh asy-Syârî’. Misalnya, tentang tradisi sujud syukur yang menurut mażhab Mâliki tidak disyari’atkan oleh asy-Syârî’. Asy-Syâṭibî  dalam hal ini menjelaskan bahwa tidak disyari’atkannya sujud syukur ini, karena sujud itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. pada masanya di satu sisi, sedangkan di sisi lain faktor pendorong untuk melakukan sujud syukur dalam kehidupan manusia terutama bagi mereka yang senantiasa rasa mesyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanyal tidak terpisahkan dari kehidupannya, kapan dan di mana pun mereka berada. Dengan demikian, sikap diam dalam arti Nabi tidak melakukan sujud syukur di masanya itu mengandung maqâṣîd asy-syarî’ah bahwa sujud syukur itu jelas tidak dianjurkan untuk melakukannya. Konsekuensi hukumnya seperti ditegaskan oleh asy-Syâṭibî  bahwa, dalam masalah ibadah yang jelas tidak disyari’atkan, tidak boleh melakukan penambahan atau pengurangan, karena hal demikian ini cendrung dianggap sebagai bid’ah.  Sukūt asy-Syârî’ yang disebutkan terakhir ini tampak terlihat lebih jelas dan tegas bila dibandingkan dengan corak yang pertama di atas. Sebab, dalam masalah ibadah ditegaskan bahwa setiap orang tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi, karena pola dan ketentuan ibadah telah ditetapkan oleh syarî’ah, dan tidak boleh melakukan penyimpangan dari pola dan ketentuan tersebut. Berbeda halnya dengan masalah mû’āmâlah, sukut asy-Syârî’ itu merupakan indikasi dibolehkan untuk dilakukan dan bahkan digali dari makna-makna dan hikmah-hikmah yang dikandungnya.  Al-Kailāni menegaskan:
اَلْأَصْلُ فِى الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيْفُ دُوْنَ اْلإِلْتِفَاتِ اِلَى الْمَعَانِى. وَاَصْلُ الْعَادَاتِ الْاِلْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِى
. 
Artinya: “Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti apa adanya bukan menggali dari makna-maknanya, dan hukum asal dari mû’amâlah adalah menggali dari makna-maknanya”.

Keempat cara mengetahui dan menetapkan maqâṣîd asy-syarî’ah yang telah dikembangkan oleh asy-Syâṭibî di atas, merupakan manifestasi dari pemahaman secara implisit (al-isyârah) dan eksplisit (az-ẓāhîr) terhadap teks-teks al-Qur’ān dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebab, jika kedua sumber hukum itu dipahami hanya secara eksplisit saja, maka dimungkinkan akan melahirkan kekakuan pemahaman, dan dampaknya tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia, sekaligus juga mengurangi nilai arti diturunkan al-Qur’ān dan diutusnya Nabi Saw., sebagai rahmatan li al-‘ālamîn. Oleh karena demikian, pemahaman dengan pendekatan gabungan secara implisit dan eksplisit dirasa cukup urgen untuk mempertahankan identitas ajaran agama dan menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan paradigma berpikir, perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dînamika ini lebih tampak pada persoalan mû’āmâlah daripada masalah ibadah, karena ‘illâh merupakan bagian dari maqâṣîd asy-syarî’ah yang sangat menentukan diketahui ada dan tidaknya suatu hukum yang disyarî’atkan.
D. Pembagian Maqâshîd asy-syarî’ah
Pada uraian di atas telah dijelaskan tentang substansi maqâṣîd asy-syarî’ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam pembebanan hukum Allah (at-taklif) dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemaslâhatan haqiqi (denotatif), dan majazi (metaforis). Kemaslahatan dalam bentuk haqiqi yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan kemaslahatan dalam bentuk majazi adalah merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Menurut asy-Syâṭibî, kemaslahatan itu dapat dilihat dari sudut pandang tujuan asy-Syârî’ (qaṣd asy-Syârî’) dan tujuan mukallaf (qaṣd al-mukallaf). Maqâṣîd asy-syarî’ah dalam arti qaṣd asy-Syârî’ mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari syarî’ah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syarî’ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syarî’ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syarî’ah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama merupakan inti dari substansi maqâṣîd asy-syarî’ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi linguistik agar syarî’ah dapat dipahami sehingga dapat dicapai kemâslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syarî’ah dalam rangka merealisir kemaslahatan. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap ketentuan-ketentuan syarî’ah, sehingga manusia terbebas dari kekangan hawa nafsu.
Secara substansial, aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya terlihat sebagai penguat aspek pertama yang menjadi inti maqâṣîd asy-syarî’ah. Aspek pertama ini akan terwujud dengan melalui pelaksanaan taklif terhadap manusia sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia kecuali ia memiliki pemahaman baik dimensi linguistik maupun substansi aturan syarî’ah sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Allah, yang terbebas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat.  Keterkaitan yang terintegrasi antara satu aspek dengan aspek yang lainnya tersebut, maka tujuan diciptakannya syarî’ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan. Demikian inilah yang menjadi inti dari maqâṣîd asy-syarî’ah.
Dalam rangka pembagian maqâṣîd asy-syarî’ah, para ulama ahli maqâṣîd membagi maqâṣîd asy-syarî’ah dilihat dari berbagai segi. Muhammad Habîb misalnya, membagi maqâṣîd asy-syarî’ah  dilihat dari segi peringkat kebutuhan dan kekuatan (darajat fî al-quwwah), dari segi masa ditetapkan (zaman at-tahaqqûq), dari segi asalnya (al-aṣālâh), dari segi target (al-gāyah) dari segi umum dan khususnya (al-‘umūm wa al-khuṣūṣ).
 Dari tinjauan beberapa segi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
a) Maqâṣîd asy-syarî’ah dilihat dari segi peringkat kebutuhan dan kekuatannya. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara tujuan-tujuan universal (al-maqâṣîd al-kulliyyah) atau lima nilai universal (al-kûlliyyāt al-khms),
 asy-Syâṭibî  membagi kepada tiga peringkat, yaitu maqâṣîd ad-ḍarûrîyyah, maqâṣîd al-hājîyyah., dan maqâṣîd at-tahsînîyyah.

1. Maqâsîd ad-Ḍarûrîyyah
Dimaksudkan dengan makna maqâṣid ad-ḍarûrîyyah yaitu tujuan-tujuan primer atau unsur-unsur pokok yang harus ada untuk kelancaran urusan agama dan kehidupan, apabila unsur-unsur pokok itu tidak terpenuhi akan berakibat terancamnya jalan kehidupan yang normal. Bahkan dapat merusak dan menghancurkan kehidupan secara total. Kelak di akhirat akan kehilangan kebahagiaan, keselamatan, dan kembali dalam keadaan rugi yang nyata.
 Peringkat pertama yang harus dipelihara dan menjadi skala prioritas ini adalah lima aspek nilai universal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Untuk melindungi lima aspek nilai universal tersebut dilakukan dengan memperkuat fondasinya dan menetapkan kaidah-kaidahnya sehingga berjalan dengan stabîl dan terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi. Guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang lima aspek nilai universal dimaksud, berikut ini akan dijelaskan satu persatu sesuai dengan peringkat dan kemaslahatan masing-masing melalui contoh-contoh di bawah ini.
Untuk memelihara dan menyelamatkan agama, Islam mewajibkan pokok-pokok ibadah, seperti iman kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahᾱdah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadan dan haji ke baitullah bagi mereka yang telah mampu, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk memelihara dan menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan dengan tidak berlebihan, sekaligus melarang hal-hal yang mengancamnya, dan melaksanakan sanksi bagi orang yang melakukannya, seperti melaksanakan hukuman qiṣāṣ bagi orang yang membunuh dengan sengaja, diyat, dan kafarat bagi orang yang membunuh karena kesalâhan. Untuk memelihara dan menyelamatkan keturunan, Islam mengatur perkawinan, dan melarang perzinahan. Untuk memelihara dan menyelamatkan harta, Islam mensyari’atkan hukum-hukum mû’amâlah, sekaligus melarang hal-hal yang akan merusaknya, seperti melarang pencurian dan kemudian melaksanakan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukannya. Untuk memelihara dan menyelamatkan akal, Islam mewajibkan pendidikan bagi setiap orang, dan melarang hal-hal yang dapat merusak akal, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol (syârîb al-khamr).
 Semua ketentuan tersebut satu sama lain saling terkait dan terintegrasi; Misalnya upaya memelihara, melindungi dan menyelamatkan agama, hal ini berarti pula berupaya untuk memelihara, melindungi dan menyelamatkan jiwa, keturunan, harta, dan akal. 

2. Maqâṣîd al-Hājîyyah.
Dimaksudkan dengan maqâṣîd al-hājîyyah., yaitu tujuan-tujuan sekunder yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya secara wajar untuk memberikan kelapangan baginya, dan apabila tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi maka tidak akan berakibat menyulitkan dan menyusahkannya, dan juga tidak sampai pada tingkat kerusakan yang fatal yang dapat menyentuh kemâslâhatan umum (al-maṣâlîh al-‘āmmah).
Jadi, jika hal-hal yang sekunder ini tidak dipenuhi disebabkan banyak faktor yang sulit untuk diusahakan dan dipenuhinya, maka kehidupan manusia tidak akan fatal, hanya saja terjadi kekurangsempurnaan, dan bahkan kesulitan-kesulitan.  Maqâṣîd al-hājîyyah dalam kaitan dengan al-kûlliyyah al-khams dapat ditegaskan dalam contoh-contoh di bawah ini. 
Misalnya, untuk melaksanakan ibadah salat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasîlitas antara lain bangunan masjid. Tanpa masjid, tujuan untuk melindungi agamamelalui salat tidaklah rusak total, tetapi mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh saja salat di medan perang, di atas batu karang atau di tepi pantai tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangatlah membantu. Untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekundermelalui makan dibutuhkan peralatan makan, misalnya kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih dapat menyantapmakanan yang tidak di masak, tetapi kehadiran kompor melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan kehadiran kompor. Untuk menyelamatkan akal sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan wajib belajar seumur hidup kepada umat Islam. Di sini dibutuhkan berbagai macam fasilitas pendidikan antara lain gedung sekolah. Memang tanpa gedung sekolah perlindungan terhadap akal melalui proses belajar tidak akan musnah, tetapi mengalami banyak hambatan. Orang tentu saja dapat menambah pengetahuan misalnya dengan membaca buku di sawah atau mendengarkan radio di pasar, tetapi kehadiran gedung sekolah sangat dibutuhkan bagi proses pencapaian tujuan melindungi akal yang dikemas secara canggih. Untuk melindungi harta sebagai tujuan primer maka dibutuhkan peralatan, misalnya senjata api. Memang orang dapat saja melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu. Untuk melindungi keturunan sebagai tujuan primer melalui pernikahan maka dibutuhkan kelengkapan, misalnya dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi perkawinan, memang nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat perlengkapannya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan.

Berbeda dengan contoh-contoh di atas, tampaknya tidak kalah pentingnya contoh-contoh klasik tentang maqâṣîd al-hājîyyah yang dikemukakan oleh asy-Syāṭibî  yang meliputi aspek ibadah, tradisi, mû’āmalah dan  jināyah. Dalam aspek ibadah, misalnya diberikan dispensasi (rukhsah) bagi yang mengalami kesulitan karena sakit, dan dalam perjalanan bepergian. Dalam aspek tradisi, seperti dibolehkan menikmati aneka macam keindahan, asalkan halâl, baik berupa makanan dan minuman (pangan), sandang, papan, kendaraan, dan yang sejenisnya. Dalam aspek mû’āmalah, seperti dibolehkan transaksi pinjam-meminjam (al-qirāḍ), kerjasama bidang pertanian (al-musāqah), dan jualbeli pesanan dengan bayar di muka (as-salâm). Dalam aspek jināyah, seperti pelaku kejahatan yang dihukumkan sebagai seorang yang hilang akal (al-laus wâ at-tâdmîyyah), mengangkat sumpah (al-qasāmah), membebankan ganti rugi (diyat) kepada keluarga terdakwa (terhukum), dan sebagainya.

3. Maqâṣîd at-Tahsînîyyah
Dimaksudkan dengan maqâṣîd at-tahsînîyyah, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap wajar dan baik, serta menjauhi hal-hal yang tidak disukai akal sehat. Peringkat ini terhimpun atau termasuk dalam bab akhlak yang mulia (makārim al-akhlāq).
 Defînisi ini menunjukkan bahwa maqâṣîd at-tahsînîyyah kehadirannya itu tidak menjadi suatu kemestian (ḍarûri) dan kebutuhan yang mesti ada (al-hājah), kalaupun tidak dipenuhi tidak akan merusak dan mempersulit kehidupan. Karena dimaksudkan dengan maqâṣîd at-tahsînîyyah stresingnya pada estetika (at-tahsîn), keindahan (at-tazyin) dan etika (makârîm al-akhlâq). Dan asy-Syârî sendiri memelihara bagi tujuan-tujuan estetika ini. Hal ini seperti terlihat dalam fîrman-Nya (Q.S. al-Māidah (5), ayat 6): 
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Artinya:“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Demikian juga Nabi Saw. bersabda:

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اْلاَخْلَاقِ
. 
Artinya:“Hanyasannya aku diutus (ke dunia ini) untuk menyempurnakan akhlak yang baik”.
Dalam peringkat ketiga ini (maqâṣîd at-tahsînîyyah) sama halnya dengan peringkat sebelumnya, asy-Syāṭibî  memberikan contoh-contoh yang meliputi aspek ibadah, tradisi, mû’amâlah dan jinayah. Dalam aspek ibadah, seperti disyarî’atkannya cara menghilangkan najis, cara bersuci secara umum, menutup aurat, memakai perhiasan, melakukan perbuatan-perbuatan sunnah seperti bersedekah, dan yang semacamnya. Dalam aspek tradisi, seperti etika makan dan minum, menjauhi makanan dan  minuman yang najis, dengan catatan dalam memenuhi kebutuhan ini tidak boleh berlebihan dan kikir. Dalam aspek mû’amâlah, seperti dilarang menjual barang (benda) najis, kelebihan air, dan rumput, dicabut hak menjadi saksi dan imâm dari seorang hamba sahaya, dicabut hak wanita untuk memimpin dan mengawinkan dirinya sendiri, diatur hak hamba sahaya untuk merdeka dan akibat-akibat hukumnya, dan lain-lain. Dalam aspek jināyah, seperti tidak dibunuh seorang yang membunuh hamba sahaya, dilarang membunuh wanita, dan anak-anak dalam peperangan. Contoh-contoh tersebut dapat dianalogikan kepada permasalahan lain yang sama, di mana terdapat estetika atau maslahat di atas tuntutan-tuntutan ḍarûrîyyah dan hājîyyah. Ketiadaannya tidaklah sampai merusak maslahat ḍarûrîyyah dan hājîyyah.. Tegasnya, hanyalah sebagai estetika dan keindahan semata.

Dari paparan ketiga peringkat tersebut di atas, tampaknya bagi asy-Syāṭibî,  peringkat hājîyyah. menjadi penyempurna bagi peringkat ḍarûrîyyah. Peringkat tahsînîyyah fungsinya menjadi penyempurna bagi peringkat hājîyyah. Sedangkan peringkat ḍarûrîyyah menjadi pokok hājîyyah. dan tahsînîyyah.
 Pengklasifîkasian kepada tiga peringkat tersebut substansinya tidak lain adalah dalam rangka memelihara lima nilai universal untuk terealisirnya mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
b) Maqâṣîd asy-syarî’ah dilihat dari segi masa ditetapkannya. Asy-Syāṭibî, tidak menyebutkan secara tegas pembagian maqâṣîd asy-syarî’ah yang kedua ini. Tetapi, apabila dipahami dari substansi maqâṣîd itu adalah kemaslahatan, maka ia juga membagi maqâṣîd kepada dua orientasi kandungannya, yaitu al-maṣālîh ad-dunyawiyyah dan al-maṣālîh al-ukhrawiyyah.
 Pembagian maqâṣîd ke dalam dua orientasi ini bukan berarti asy-Syāṭibî maksudkan untuk menarik garis demarkasi antara keduanya, tetapi kelihatannya hanyalah untuk membedakan bahwa apa-apa yang dimaksudkan asy-Syārî’ yang mengandung kemaslahatan itu tidak saja dalam wilayah keduniaan, tetapi juga dalam wilayah keakhiratan. Sebab keduanya secara substansial, tidak dapat dipisahkan. ‘Abd as-Salâm menegaskan bahwa dalam konteks ini, tidak ada bedanya antara yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.
 Dalam bukunya, ia membagi maslahat dan mafsadat ke dalam konteks duniawi dan ukhrawi. Dalam sebuah pasal “fîbayān maṣālîh ad-dārain wa mafāsîduhumā”, ia mengatakan:
Kemaslahatan akhirat adalah pahala surga, keridaan Allah, berkontemplasi kepada-Nya, tenang di sisi-Nya dan merasa nikmat di dekat-Nya. Sedangkan kemafsadatannya adalah siksa neraka, murka Allah, dan tidak bisa bertemu dengan-Nya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali di dunia dan dengan adanya pertolongan (asy-syafā’ah). Dan tidak dapat dipastikan terkait dengan kemaslahatan dan kemafsadatan akhirat kecuali setelah mengalami kematian. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu dipastikan (maqṭū’), diperkirakan (maẓnūn) dan diasumsikan (mauhūm). Misalnya, lapar, kenyang, haus, keselamatan, kesehatan, penderitaan, sakit, kemuliaan, kehinaan, kebahagiaan, kesusahan, kesedihan, ketakutan, keamanan, kemiskinan, kekayaan, lezatnya makanan, minuman, pernikahan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, keuntungan, kerugian, dan nasib-nasib yang lainnya. Kemaslahatan dan kemafsadatan akhirat hanya dapat diketahui melalui syarî’ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui melalui eksprimen (at-tajarrub) dan kebiasaan (al-‘ādah).

Dalam kaitan ini, ia juga menegaskan bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu apa pun kecuali di dalamnya ada kemaslahatan dunia atau akhirat, atau kedua-duanya.  Allah tidak pernah melarang sesuatu, kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan, sekurang-kurangnya kemaslahatan jangka pendek (ājilah). Kemaslahatan dan kemafsadatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang keadaannya setara (mutasāwiyah) dan ada yang tidak setara (mutafāwitah), dan kebanyakan semuanya jelas, sementara yang tidak jelas (khafy) hanyalah sedikit. Untuk yang tidak jelas ini, dalil yang diturunkan Allah cukup membantu untuk memperjelasnya. Bahkan ada sebagian yang tidak tampak jelas maslahat  dan mafsadatnya, yang tampak hanyalah pahala dan siksa. Demikian ini biasanya disebut dengan ibadah.

Dari apa yang dikemukakan ‘Abd as-Salâm di atas, apabila dikritisi konsep maslahat dalam konteks maṣālih ad-dunyawiyyah wa ukhrawiyyah tampaknya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh asy-Syāṭibî  dengan kemaslahatan yang pokok  atau mendasar (ḍarûrîyyah), kemâslâhatan sekunder (hājîyyah) dan kemaslahatan pelengkap (tahsînîyyāt aw mukammalah).
 Kemaslahatan dunyawi yang ḍarûry, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemaslahatan yang hājy, seperti kebutuhan yang berada di antara yang ḍarûry dan tahsiny. Kemaslahatan yang tahsiny atau mukammalah, seperti pemenuhan minuman dan makanan yang lezat, rumah yang kamarnya elite, ruang keluarga dan tamu yang luas. Sedangkan kemaslahatan ukhrawi yang ḍarûry, yaitu mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang-Nya (bi imtiṡāl awāmîrih wa ijtināb an-nawāhih). Kemaslahatan yang hājy, adalah mengerjakan hal-hal yang dianjurkan untuk melakukannya, seperti salat-salat sunnah (an-nawāfîl). Sedangkan kemaslahatan tahsiny, yaitu mengerjakan hal-hal yang sifatnya dianjurkan di luar salat, seperti berinfak dan bersedekah.
Oleh karena demikian, ‘Abd as-Salâm lebih jauh ia mengungkapkan bahwa, ketika Allah mengetahui kebutuhan manusia pada kemaslahatan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, Allah membolehkan manusia bertransaksi, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian-perjanjian yang lainnya yang akan mewujudkan kemaslahatan dimaksud. Ketika mengetahui bahwa di antara mereka ada yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, maka Allah mensyarî’ahkan zakat dan sedekah. Ketika mengetahui bahwa ada sebagian manusia yang tidak mematuhi aturan, Allah mensyarî’atkan hukuman hudūd, dan ta’zir untuk menghindari kemafsadatan. Ketika mengetahui bahwa manusia banyak kelemahan, bahkan sebagain ada yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, Allah mengajarkan tentang pemerintahan, dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang menzalimi, di samping untuk menjamin hak anak-anak, orang gila, orang lemah, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan pembuktian kebenaran seseorang, seperti sumpah bagi mereka yang merasa benar. Selain itu, ketika mengetahui bahwa manusia membutuhkan perkawinan, Allah mensyarî’atkan perkawinan itu, sehingga kemaslahatannya dapat dicapai. Ketika mengetahui bahwa manusia membutuhkan perang (al-jihād), Allah mensyarî’atkan perang baik yang bersifat ofensif, ataupun defensif. Dan perang yang bersifat defensif itu jauh lebih baik daripada perang yang bersifat ofensif. Begitu juga ketika pemerintah (al-wulāh) tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, Allah mewajibkan kepada mereka yang mampu untuk membantunya, sehingga kebijakannya tetap berpihak pada kemaslahatan masyarakat, dan sekaligus menolak kemafsadatannya. Ketika mengetahui banyak pendapat untuk mengetahui yang paling baik, Allah memberikan kepemimpinan hanya kepada seseorang, sehingga keinginan untuk berpihak pada kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan tidak terganggu hanya karena perbedaan itu.

c) Maqāṣîd asy-syarî’ah dilihat dari segi asalnya. Perbuatan-perbuatan asy-Syârî’ dan hukum-hukum-Nya ditetapkan beserta tujuan-tujuan-Nya. Tujuan-tujuan itu terkadang dimaksudkan dari segi keasliannya, dan terkadang dari segi tujuan-tujuan yang mengikutinya. Maqāṣîd asy-syar’iyyah yang demikian ini dibagi menjadi dua, yaitu maqāṣîd aṣlîyyah, dan maqâṣîd tābî’ah.
1. Maqāṣîd Aṣlîyyah
Asy-Syāṭibî  mendefînisikan maqâshîd aṣlîyyah adalah sesuatu yang tidak ada di dalamnya ruang yang dimaksudkan bagi mukallaf, dan kalau pun ada maka itu tujuan pengikut yang diperlukan untuk lancarnya kemaslahatan umum, yang tidak ditentukan ruang dan waktunya. Dan yang dimaksudkan hal ini sebenarnya adalah al-maqāṣîd ad-ḍarûrîyyah yang dipelihara dalam setiap agama.
 Defînisi ini menunjukkan bahwa maslahat yang terkandung di dalam maqâṣîd aṣlîyyah itu lebih besar daripada maslahat yang ada dalam maqâṣîd yang lainnya. Oleh karena demikian, tidak rasional kalau tujuan asy-Syârî’ yang murni maslahatnya lebih kecil dan menjadikan yang lain maslahatnya lebih besar. 
Maqâṣîd aṣlîyyah dibedakan menjadi dua macam, yaitu maqâṣîd ‘ainiyyah, dan maqâṣîd kifā’iyyah.
 Dimaksudkan dengan maqâṣîd ‘ainiyyah yaitu hal-hal prinsip yang mesti ada dan dilakukan oleh mukallaf dalam koridor ibadah, antara lain: a) Memelihara maqâṣîd aṣlîyyah yang sesuai dengan tujuan-tujuan asy-Syârî’ tentang dasar-dasar tasyri’. Bahkan yang dimaksudkannya itu mengeluarkan mukallaf dari tuntutan hawa nafsunya,  sehingga yang ada hanya menghambakan diri kepada Allah. b) Maqâṣîd aṣlîyyah, apabila dipelihara akan lebih mendekatkan kepada keikhlasan dan menjadikan amal perbuatan sebagai ibadah serta jauh dari hal-hal yang dapat merubah konsentrasi ibadah; Karena ibadah semata-mata menjalankan perintah asy-Syârî’ dan menjauhi hal-hal keduniaan serta motif pribadi untuk menghadap Allah semata-mata mengharap keikhlasan-Nya. c) Bahwa membangun maqâṣîd aṣlîyyah itu menjadikan semua yang dilakukan mukallaf menjadi ibadah, baik yang berkaitan dengan mû’amâlah maupun dengan ibadah itu sendiri. Karena, apabila mukallaf paham dari yang dimaksudkan asy-Syârî’ untuk menegakkan hal-hal keduniaan dan mengambil dalam mengamalkan tuntutan sesuatu yang dipahami, maka berarti mukallaf mengerjakan apa yang menjadi tuntutan untuk dikerjakan, dan meninggalkan dari pekerjaan yang menjadi tuntutan untuk ditinggalkan. Maka semua itu selamanya dalam pertolongan Allah atas apa yang mereka kerjakan untuk menegakkan kemâslâhatan dengan tangan, lisan, dan hati.

Dalam koridor mû’amâlah, yang dimaksudkan adalah mukallaf mengerjakan tentang perkara yang dibolehkan (mubāh) yang ada relevansinya dengan maksud asy-Syârî’ dan izin-Nya. Mengerjakan yang mubāh itu tidak berpahala kecuali, apabila melalui wasilah kepada sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah, seperti disyari’atkan nikah dimaksudkan untuk meneruskan keturunan, mencari ketenangan, dan yang semacamnya. Tetapi maqâṣîd aṣlîyyah-nya nikah itu adalah ibadah kepada Allah Swt. Untuk itu dapat ditegaskan: (1) Membangun maqâṣîd aṣlîyyah berarti mentransfer segala amal pada biasanya kepada hukum-hukum yang diwajibkan. Bahkan maqâṣîd aṣlîyyah itu mengalirkan hukum-hukum yang diwajibkan dari segi pemeliharaan hal-hal ḍarûrîyyah dalam agama yang dijaga dengan seksama. (2) Maqâṣîd aṣlîyyah apabila dapat membebaskan mukallaf yang menjamin tujuan kepada setiap sesuatu yang dimaksudkan asy-Syârî’ dalam mengerjakannya dari yang menghasilkan maslahat atau menolak kemafsadatan,  maka yang dikerjakan si ‘āmil itu maksudnya adalah menjawab perintah asy-Syârî’. (3) Mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan maqâṣîd aṣlîyyah itu menjadikan ta’at lebih besar, dan sebaliknya, apabila mengerjakan suatu perbuatan itu kontradiksi dengan maqâṣîd aṣlîyyah, maka menjadikan maksiat lebih besar.

Sedangkan dimaksudkan dengan maqâṣîd kifā’iyyah, dilihat dari segi kaitan dengan sebagian untuk menegakkan yang umum pada semua yang diperintahkan, dalam bagian ini sebagai penyempurna bagi yang esensial (‘aini) dan eksistensinya tidak ada hak untuk menjadi yang dibutuhkan (ḍarûri). Tetapi juga yang  esensial tidak bisa ditegakkan kecuali diikuti dengan yang kifā’i. Bahkan yang kifā’i ditegakkan dengan kemaslahatan umum bagi semua umat manusia, maka satu tidak akan mampu ditegakkan atas kebaikan individunya dan semua keluarganya, demikian itu lebih utama daripada untuk menegakkan (membangun) sukunya, itu juga lebih utama untuk menegakkan kemaslahatan penduduk bumi, maka Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin untuk menegakkan kepentingan-kepentingan umum, sehingga kekuasaan dapat ditegakkan di muka bumi. Allah telah memfasilitasi kepada manusia untuk mendirikan (menegakkan) lembaga pemerintahan (khilāfah), lembaga peradilan (qaḍā’), lembaga pendidikan (ta’lim), lembaga kesehatan (taṭbib), lembaga pertanian (ṣanā’ah), dan lembaga-lembaga yang lainnya.
 Demikian inilah yang dijadikan asy-Syāṭibî maqâṣîd aṣlîyyah sebagai ḍarûrîyyah al-murā’ah fî kulli millah.

Muhammad az-Zuhailî dalam konteks ini menegaskan, wajib bagi setiap muslim mengetahui bahwa maslahat agama itu menjadi asas bagi kemaslahatan yang lain,dan memeliharanya itu didahulukan dari kemaslahatan-kemaslahatan yang ada, karena agama pada esensinya adalah pemelihara bagi semua kemaslahatan manusia di dunia dan  akhirat.  Dengan kata lain, ia tegaskan bahwa semangat agama (rūh ad-dîn) dan maqâṣîd asy-syarî’ah serta hukum-hukumnya itu menjadi asāsiyyah.

Senada dengan az-Zuhailî, al-Yūbi mengatakan bahwa maqâṣîd pemeliharaan atas agama itu penting, yaitu untuk isi setiap maqâṣîd semuanya, semangatnya, asasnya, membongkarnya dan yang selainnya, maka hal itu menjadi bercabang-cabang untuk mengeluarkan masalah-masalah dari asalnya, tidak bisa ditegakkan kecuali dengannya, dan tidak bisa didatangkan buahnya dan siap untuk dimakannya kecuali pada keesokan harinya.

2. Maqâṣîd Tābî’ah
Adalah tujuan tambahan atau yang membantu maqāṣid aṣliyyah yang dipelihara bagi kelancaran mukallaf. Barang siapa yang berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang dikehendaki, maka sesuatu itu akan diperoleh  sesuai dengan keinginan yang dibolehkan tentunya dengan menutup sesuatu yang merusaknya.
 Demikian itu sesungguhnya hikmah Allah yang Maha Hakîm lagi Maha Cermat yang ditetapkan untuk lancarnya urusan agama dan kehidupan yang membawa kebaikan dan kontinyu dengan permohonan dari kuasa manusia yang memungkinkannya atas usaha apa yang diperlukan untuknya dan yang lainnya. Kemudian Allah menciptakan bagi manusia keinginan makan dan minum ketika ia sedang lapar dan haus, maka yang demikian ini tujuan pengikut mengikuti tujuan asli, yaitu memelihara jiwa. Bagi yang menggerakkannya yang demikian itu mendorong pada yang menyebabkan untuk menutup yang mungkin dapat merusaknya. Demikian juga Allah menciptakan keinginan (cinta) kepada wanita, menciptakan yang membuat mudarat antara panas dan Dîngin dan berjalan diambang pintu, tuntutan pemenuhan kebutuhan sandang dan papan, diciptakan surga dan neraka, dan mengutus para utusan untuk memberikan keterangan dari ajaran yang ditetapkan-Nya,  bahwasannya negeri ini menjadi tanaman bagi negeri yang lain, kebahagiaan dan kesengsaraan abadi di sana (negeri akhirat) bagimu. Tetapi berusaha mengetahui sebab-sebabnya di sana dengan kembali kepada yang telah ditetapkan syara’ atau dengan yang dikeluarkan daripadanya. Mukallaf tentunya mengambil untuk mengerjakan perkara-perkara yang menyambungkan kepada tujuan-tujuan pribadi. Allah tidak menjadikan bagi manusia satu kekuasaan untuk keperluan yang demikian itu, karena lemahnya untuk menegakkan perkara-perkara ini, namun dituntut untuk membantu kepada yang lainnya, maka menjadi luas mengenai manfaat pribadinya dan berdiri tegak keadaannya disebabkan manfaat yang lainnya. Menghasilkan kemanfaatan bagi yang dikumpulkan dengan menjadi satu, yakni ibadah, tradisi, mû’amalah, dan jināyah. Mengenai ibadah seperti dispensasi Allah (rukhsah) untuk meringankan kesulitan (masyaqqah) bagi orang sakit dan  dalam bepergian. Mengenai tradisi, seperti dibolehkan bersenang-senang dengan menyantap makanan dan minuman yang baik lagi halal. Mengenai mû’amâlah, seperti dibolehkan transaksi meminjam, kongsi pertanian, dan jualbeli secara pesanan. Mengenai jināyah, seperti seseorang dihukumkan sebagai hilang akal, mengangkat sumpah, membebankan ganti rugi denda (diyat) kepada keluarga si terhukum.

Dari deskripsi kedua maqâṣîd di atas dapat ditegaskan: Pertama,  bahwa maqâṣîd aṣlîyyah adalah tujuan-tujuan pokok dalam pensyarî’atan hukum. Sedangkan maqâṣîd tābî’ah itu pendamping (khâdîmah) bagi maqâṣîd aṣlîyyah, penyempurna, penguat bagi hikmahnya, pendorong kepadanya dan   sebab yang menghasilkan cinta di dalamnya. Kedua, maqâṣîd aṣlîyyah itu mengalirkan hukum wajib dari segi pemeliharaan perkara-perka  ḍarûrîyyah dalam agama yang dijaga secara seksama. Sedangkan maqāṣîd tābî’ah tidak ditetapkan hukum wajib, tetapi terkadang diamalkan yang menghubungkan dengan hukum mubāh. Adakalanya dihubungkan secara partikular (al-juz’i), adakalanya dihubungkan secara universal (al-kulli) dan partikular (al-juz’i) secara besama-sama, dan adakalanya mubāh dengan secara partikular yang dimakruhkan atau dilarang dengan secara universal.  Karena maqâṣîd tābî’ah di dalamnya memelihara bagian mukallaf dengan menghasilkan sesuatu yang tinggi untuk  memenuhi keinginan nafsu dan kesenangan yang dibolehkan. Tapi, terkadang  maqâṣîd tābî’ah bisa juga ditetapkan hukum wajib apabila ada perantara (wasilah) kepada yang lainnyadari sesuatu yang hukumnya wajib. Ketiga, maqâṣîd aṣlîyyah, apabila mukallaf terbebas dari yang mengandung tujuan kepada setiap sesuatu yang dimaksudkan asy-Syârî’ dalam pengamalan, dari yang menghasilkan maslahat atau menolak kemafsadatan, maka si ‘āmil apa yang dimaksudkannya merupakan jawaban dari perintah asy-Syârî’. Keempat, maqâṣîd aṣlîyyah itu menguatkan tuntutan di dalamnya. Bahkan sekiranya tidak dikuatkan untuk memudahkan manusia akan mendatangkan kesirnaan kemaslahatan umum, karena tidak ada ruang di dalamnya bagi mukallaf sehingga kerakusan yang muncul. Sedangkan maqâṣîd tābî’ah tidak dikuatkan tuntutan di dalamnya, karena terpelihara ruang si mukallaf, dan manusia semakin luas perhatiannya.
d) Maqâṣîd asy-syarî’ah dilihat dari segi tujuannya. Pembagian maqâṣîd dilihat dari segi target (gāyah) atau alat (wasā’il) bagi tujuan yang lain dibagi menjadi dua macam, yaitu maqâṣîd al-gāiyah, dan maqâṣîd al-wasā’il.
Maqâṣîd al-gāiyah adalah yang disepadankan dengan target yang tidak ada kesudahan (nahāiyah), bukan sesudahnya target, seperti mengetahui atau mengenal Allah maka itu target manusia (gāyah al-khalq) dan mengetahui keesaan-Nya (at-tauhîd). Contoh lain masuk surga, maka berarti itu yang dimaksud dan target manusia dari menghambakan diri kepada Allah Pemelihara alam semesta sesudah membesarkan dan mengagungkan-Nya.

Sedangkan maqâṣîd al-wasā’il adalah yang ada target bagi suatu perkara dan keadaan waktu menjadi wasilah bagi tujuan yang lain. Mengetahui ilmu-ilmu syarî’ah itu wasilah bagi target dan tujuan untuk mengetahui hukum-hukum syara’, dan hal ini merupakan target, kecuali target itu menjadi wasilah bagi tujuan untuk menghambakan diri kepada Allah mesti dengan ketetapan hukum-hukum syara’,  dan hal ini berarti melaksanakan keta’atan kepada Allah. Berbeda dengan target dan pada keadaan waktu itu menjadi wasilah bagi tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memperoleh rida Allah swt. dan pahala-Nya serta melihat wajah-Nya di surga.

Dalam konteks ini,  Abd as-Salâm membedakan wasilah pada dua macam:  1) Wasilah kepada sesuatu yang dimaksudkan pada zat Allah seperti mengetahui keesaan dan sifat-sifat-Nya, maka mengetahui yang demikian itu merupakan keutamaan al-maqâṣîd, dan perantaraan kepada-Nya merupakan keutamaan al-wasā’il. 2) Sesuatu wasilah kepada wasilah yang lain seperti mengetahui hukum-hukum syara’ maka itu sesungguhnya wasilah untuk mengetahui hukum-hukum yang menjadi wasilah pada menjalankan keta’atan yang adalah perantaraan untuk mendapatkan pahala dan rida Allah, dan keduanya merupakan keutamaan al-maqâṣîd.

Dari uraian al-maqâṣîd dan al-wasā’il di atas dapat ditegaskan bahwa al-maqâṣîd itu tujuan-tujuan, dan al-wasā’il adalah perantaraan-perantaraan yang bersifat relatif (nisbi). Dengan bersifat nisbi inilah yang dapat menghubungkan kepada tujuan, itulah yang dimaksudkan wasilah. Dalam kaitan dengan pembagian maqâṣîd aṣlîyyah dan maqâṣîd tābî’ah dalam uraian terdahulu, maka maqâṣîd tābî’ah itu sebagai wasā’il bagi realisasi maqâṣîd aṣlîyyah. 
e) Maqâṣîd asy-syarî’ah dilihat dari segi keumuman dan kekhususannya. Dalam konteks ini, asy-Syāṭtibî  mengartikan al-maqâṣîd dengan makna yang umum yang mencakup maqâṣîd asy-syarî’ah dan maqâṣîd al-mukallafîn. Di awal kitâb al-maqâshîd-nya ia membagi maqâshîd dilihat dari dua sudut pandang,  yaitu sudut pandang tujuan asy-Syârî’ (qaṣd asy-Syârî’), dan sudut pandang tujuan mukallaf (qaṣd al-mukallaf).
 Sudut pandang yang disebutkan terakhir, Şalih bin Umar membagi kepada tiga bagian: (1) Maqâṣîd al-‘āmmah, yakni yang meliputi keseluruhan aspek syarî’ah. (2) Maqâṣîd al-khaṣṣah, yaitu yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syarî’ah yang ada, seperti maqâṣîd asy-syarî’ah pada bidang ekonomi (al-mû’āmâlah al-mālîyah), hukum (al-qaḍā’), hukum keluarga (al-ahkâm  al-usrah) dan lain-lain. (3) Maqâṣîd al-juz’iyyah, yakni yang meliputi setiap hukum syara’ yang dimaksudkan asy-Syârî’, seperti tujuan diwajibkan salat, puasa ramadan, diharamkan berbuat zina, meminum minuman yang dilarang, dan lain-lain.

Berbeda dengan Şalih bin Umar, Muhammad Habîb membaginya pada dua bagian, yaitu dengan istilah maqâṣîd al-kûlliyyah al-‘āmmah, dan maqâṣîd al-juz’iyyah aw al-khaṣṣah. Dimaksudkan dengan maqâṣîd al-kûlliyyah al-‘āmmah adalah keberadaan semua hukum syara’ yang datang menjadi syarî’ah perekat, tidak ditentukan dengan hukum-hukum tertentu, seperti ibadah, maka yang dimaksudkan ibadah adalah semuanya membesarkan Allah, mengagungkan-Nya, tempat bermohon, berpasrah diri kepada-Nya, dan mengenal sifat-sifat-Nya. Jadi, tujuan dari setiap syarî’ah yang kûlli lagi umum dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, yaitu untuk beribadah dan menundukkan diri kepada Allah. Demikian itu merupakan tujuan umum yang tidak ke luar dari realisasi dan aplikasi daripada hukum-hukum syara’.  Di samping itu, maqâṣîd al-kûlliyyah bagi syarî’ah juga untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, mempermudah dan menghilangkan kesulitan.

Sedangkan dimaksudkan dengan maqâṣîd juz’iyyah aw al-khaṣṣah adalah yang ditentukan dengan hukum tertentu dari hukum-hukum syara’ yang ada, seperti salat, zakat, haji, hukum wanita, hukum harta benda, hukum peradilan dan lain-lain. Macam-macam hukum ini sekalipun menjadi sasaran tujuan yang umum, tetapi secara esensial termasuk pada maqâṣîd al-khaṣṣah, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ragu lagi bahwa maqâṣîd al-khaṣṣah aw al-juz’iyyah itu menjadi mitra (khadamah) bagi yang umum, dan dalam realisasinya adalah menjadi pengikut (tābî’ah) bagi maqâṣîd al-kûlliyyah al-‘āmmah.

�Dalam literatur ūṣûl fiqh, ditemukan beragam term dengan sebutan maqāṣîd asy-Syārî’, maqāṣîd asy-syarî’ah,  maqāṣîd asy-syar’iyyah, dan maqāṣîd at-tasyrî’. Semua ungkapan term ini dalam penggunaan pada dasarnya adalah sama, yaitu mengandung satu makna (mutarādifāt). Lihat, Ahmad ar-Raisūnî, Naẓărîyyah al-Maqāṣîd ‘Ind al-Imâm asy-Syâṭibî (Bairût: AL-Ma’had al-’Ālami Li al-Fikr al-Islâmî, 1415 H/1995 M), h. 17.   


�Muhammad Bakr Ismā’il Habîb (selanjutnya disebut Habîb), Maqāṣîd asy-syarî’ah al-Islâmiyyah Ta’ṣilan wâ Taf’ilan (Makkah al-Mukarramah: Rabitah al-‘Ālam al-Islâmî, 1427 H), h. 83.,   


�Q.S.az-Żāriyāt (51), ayat 56, yang artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. Q.S. al-Anbiyā’ (21), ayat 25, yang artinya:“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasannya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”. 


�Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 165, yang artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu” . 


�Nūr ad-Dîn Mukhtār al-Khādîmî (selanjutnya ditulis al- Khādîmî), Abhāṡ fi Maqāṡîd asy-syarî’ah (Bairût: Mû’assăsah al-Mă’ārîf, 1429 H/2008 M), h. 20. Lihat, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ûd al-Yûbî (selanjutnya ditulis al-Yûbî), Maqāṡîd asy-syarî’ah al-Islâmiyyah (Riyad: Dâr an-Nahjarah li an-Nasyr wa at-Tauzi’. 1418 H/1998 M), h. 41. 


�Yûdiân Wâhyûdî, Interfaith Dialog From the Perspective Islămîc Law (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 40.  


�Hasa at-Turabî, Tajdid Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî, Penerjemah Afif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1407 H/1986 M), h. 16. 


�Terdapat ragam penyebutan nama dalam beberapa literatur, ada yang menyebutnya dengan at-Tirmîżî al-Hakîm, al-Imām at-Tirmîżî al-Hakîm, dan ada yang menyebutnya al-Hakîm at-Tirmîżî. Ragam penyebutan ini pada dasarnya sama, yaitu subyeknya tidak lain adalah at-Tirmîżî al-Hakîm. Dalam hal ini meminjam istilah asy-Syāṭibî “apalah arti sebuah nama (lā masyāhah fi al-iṣṭilah). Lihat, Ahmad ar-Raisûnî, Năẓarîyyah al-Maqāṣîd, op.cit.,h. 40-42. Muhammad  Husen, ‘Ind al-Imâm Muhammad at-Ṭāhir ibn ‘Asyûr  fî Kitâbih Maqāṣid asy-syarî’ah al-Islâmiyyah (Jāmi’ah al-Jăzăîr: Wăzărah at-Ta’lîm al-‘Alî wă Bahṡ al-‘Ilm, 1424 H/2003 M), h. 95. Hasan at-Turābi, “Maqâṣîd asy-syarî’ah” dalam ‘Abd al-Jabbār ar-Rifā’i, Maqâshîd asy-syarî’ah (Bairût: Dâr al-Fikr al-Mu’âsîr, 1422 H/2002 M), h. 198. Al-Imam Abi Abd Allah Muhammad bin ‘Alî al-Hakîm at-Tirmîżî (selanjutnya ditulis al-Hakîm at-Tirmîżî), Kitāb Iṡbât al-‘Ilal, Pen-tahqiq Khālid Zahri, (ar-Rabat: Jam-iyyah Asdiqā’ al-Mâktâbah al-Magrib, 2005), h. 14. Jasser Auda, Maqâshîd  al-Shariah as Philosophy of Islâmîc Law  A systems Approach (London-Washington, 1428 H/2007 M), h. 13. 


�Ahmad ar-Raisûnî, Muhammad Husen, Muhammad Bakr Ismā’il Habîb, dan Jamăl ad-Dîn ‘Āṭiyah memberikan pendapat yang agak berbeda tentang siapa yang pertama kali mengintrodusir konsep maqâṣîd asy-syarî’ah. Mereka menyebutkan adalah at-Tirmîżî al-Hakîm. Istilah al-maqâṣîd  banyak digunakan dalam karya-karyanya. Setelah itu, al-maqâṣîd  banyak dibahas oleh beberapa ulama berikutnya, seperti Abû Zaid al-Balkhi, Abû Manṣūr al-Măturîdî, dan lain-lain seperti yang telah disebutkan di atas. Sementara yang lainnya menyebutkan bahwa ulama yang pertama sekali mengintrodusir konsep maqâṣîd asy-syarî’ah adalah al-Imâm al-Haramain Abû al-Ma’âlî Abdul Mâlik bin Abdullâh al-Juwainî (w. 478 H/1085 M). Lihat, Ahmad ar-Raisūnî, Năẓărîyyah al- Maqâṣîd, op.cit., h. 40. Al-Hakîm at-Tirmiżi, Kitāb Iṡbât al-‘Ilal, h. 28. Muhammad Huseîn, ‘Ind al-Imām Muhammad at-Ṭāhir ibn ‘Âsyūr, op.cit., h. 95. Muhammad Habîb, Maqāṣîd asy-syarî’ah, op.cit., h. 89. Ismā’il al-Hasani, Năẓărîyyah al- Maqâṣîd ‘Ind al-Imām Muhammad at-Ṭāhir bin ‘Âsyûr (ar-Rabat: al-Ma’had al-’Ālami li al-Fikr al-Islâmî, 1416 H/1995 M), h. 41. Jamăl ad-Dîn ‘Aṭiyah, Nahw Taf’il Maqâṣîd asy-syarî’ah (Damaskus-Suriah: Dâr al-Fikr, 2001), h. 131. Yûdiân Wâhyûdî , Ushul Fiqh versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada dan Amirika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 44.   
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